
Perekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   Sulteng LANGGANAN: RP.100.000,-  | ECERAN: RP.5.000,-Rabu, 24 DESEMBER 2025  |  8 HALAMAN Perekat   Rakyat   Sulteng

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

Muhammad Safri Dorong Gubernur 
Sulteng Terbitkan Pergub Pesantren

Tingkatkan Akses 
Pembiayaan Bagi 

Petani Kakao

Sepakati Ranperda 
Perubahan APBD 2026

Usulkan 35.157 
Hektare Lahan 

untuk Peternakan 
Sapi Perah

Baca PERTAMINA Hal. 7

Baca SEPAKATI Hal. 7

Baca TERBITKAN Hal. 7
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Morowali Terapkan 
Pembelajaran Jarak Jauh

Baca USULKAN Hal. 7

Baca PEMKAB Hal. 7

Pertamina Fasilitasi Kandora Coffee Tembus Pasar Internasional 

ILUSTRASI- Kabut asap menutupi kawasan permukiman di Sulawesi Tengah. FOTO: ANTARA/MUHAMMAD 
RIFKI HASAN/AGR

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupa-
ten (Pemkab) Morowali, Sulawesi Tengah 

terpaksa menerapkan Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) sejumlah sekolah di kabupa-

ten itu, karena dampak kabut asap yang 
mengganggu kesehatan siswa.

“Pengalihan pembelaja-
ran dari tatap muka ke da-
ring berdasarkan surat eda-
ran Dinas Pendidikan bagi 
seluruh satuan pendidikan 
di tujuh kecamatan akibat 
kondisi kualitas udara yang 
memprihatinkan,” kata 
Kepala Dinas Pendidikan 
Morowali Arifin Lakane di 
Bungku, Morowali, Rabu.

Ia mengemukakan lang-
kah itu diambil setelah 
menerima laporan hasil 
pemantauan dari Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) 
dan koordinasi bersama 
Dinas Kesehatan setempat.

Guna menjaga kondisi 
kesehatan siswa supaya 
tidak terpapar langsung 
udara di luar ruangan, 
maka selama proses pem-
belajaran jarak jauh (PJJ) di-
terapkan, para siswa wajib 
berada di dalam rumah dan 
tidak beraktivitas di luar 
ruangan.

JELANG HARI SANTRI

KETUA Fraksi PKB DPRD Sulteng Muhammad Safri bersama Gubernur Anwar Hafid. FOTO: IST

PEMKAB - DPRD PARMOUT

S U L T E N G  R A Y A  – 
DPRD Kabupaten Parigi 
Moutong menggelar rapat 
paripurna dengan agenda 
laporan Badan Anggaran 
terkait penyesuaian hasil 
evaluasi Gubernur Sulawesi 
Tengah terhadap Rancan-
gan Peraturan Daerah (Ra-
perda) Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2026, Senin 
(13/10/2026). Rapat terse-
but juga menetapkan Raper-
da Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2026 menjadi 
Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Bupati Parigi Mou-
tong, Abdul Sahid menyam-

WAKIL Bupati Parigi 
Moutong, Abdul 

Sahid (kiri) menerima 
dokumen laporan 

Badan Anggaran 
terkait penyesuaian 

hasil evaluasi Guber-
nur Sulawesi Tengah 

terhadap Raperda 
Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 

2026 dari Ketua DPRD 
Parigi Moutong, Alfres 
Tonggiroh pada rapat 
paripurna di gedung 

DPRD Parigi Moutong, 
Senin (13/10/2026). 

FOTO: DINAS KOMINFO 
PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA - Ketua 
Fraksi PKB DPRD Sulawesi 
Tengah, Muhammad Safri 
meminta Gubernur Anwar 
Hafid, segera menerbitkan 
Peraturan Gubernur (Per-
gub) sebagai aturan pe-
laksana Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Fasilitasi Penyeleng-
garaan Pesantren.

Menurut Safri, Pergub 
tersebut penting agar perda 
yang telah ditetapkan sejak 
2022 itu dapat dilaksanakan 
secara nyata dan menjadi 
pedoman bagi pemerintah 
daerah dalam mendukung 
pengembangan pesantren.

“Perdanya sudah ada. 
Sekarang yang dibutuhkan 
adalah aturan pelaksana 
agar dukungan pemerintah 
terhadap pesantren bisa ber-
jalan jelas, terarah, dan tepat 
sasaran,” ujar Safri, Selasa 

TRADE EXPO INDONESIA 2026

KANDORA Coffee, cita rasa kopi Toraja berpartisipasi ke panggung perdagangan internasional melalui  Trade 
Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE). FOTO: IST

SULTENG RAYA  – Kan-
dora Coffee, UMKM bin-
aan Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi yang 
dipimpin Arni Pabunga, 
membawa cita rasa kopi To-
raja ke panggung perdagan-
gan internasional melalui 
partisipasinya dalam Trade 
Expo Indonesia (TEI) 2026 di 
Indonesia Convention Exhi-
bition (ICE) BSD City, Tan-
gerang, pada 14–18 Oktober 
2026. Dalam ajang tersebut, 
Kandora Coffee menampil-
kan produk kopi Arabika 
dan Robusta premium asal 

Toraja kepada calon pembeli 
dari berbagai negara.

Keikutsertaan Kandora 
Coffee menjadi bagian dari 
upaya memperluas jang-
kauan pemasaran produk 
UMKM unggulan daerah. 
Sebelum mengikuti pame-
ran, Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi membe-
rikan pendampingan yang 
mencakup peningkatan ka-
pasitas produksi, fasilitasi 
sertifikasi, kurasi produk, 
hingga dukungan keikut-
sertaan dalam pameran dan 
pertemuan bisnis (business 

matching) dengan calon 
pembeli internasional.

Area Manager Communi-
cation, Relation, & CSR Per-
tamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi, Lilik Hardiyanto, 
menyampaikan bahwa du-
kungan terhadap UMKM 
diarahkan agar pelaku usaha 
lokal memiliki kapasitas dan 
kesiapan yang lebih kuat 
untuk mengembangkan bis-
nisnya.

“Produk unggulan daerah 
memiliki peluang untuk 
menjangkau pasar yang 
lebih luas apabila didukung 

kualitas produk, kapasitas 
produksi, dan strategi pe-
masaran yang tepat. Melalui 
pendampingan dan fasilitasi 
akses pasar, Pertamina men-
dorong UMKM binaan agar 
semakin siap membangun 
kemitraan bisnis serta me-
ningkatkan daya saing di 
tingkat nasional maupun 
internasional,” ujar Lilik.

Arni Pabunga, pemimpin 
Kandora Coffee, menyam-
paikan bahwa partisipasi 
dalam TEI 2026 menjadi 

Baca MOROWALI Hal. 7

PEMKAB PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA — Potensi lahan di wilayah 
selatan Kabupaten Parigi Moutong mulai diara-
hkan untuk pengembangan investasi peternakan 
sapi perah terintegrasi. Pemerintah Kabupaten 
Parigi Moutong mengusulkan lahan seluas 35.157 
hektare yang tersebar di empat kecamatan sebagai 
kawasan pengembangan usaha peternakan dari 
hulu hingga hilir.

Empat kecamatan yang masuk dalam usulan 
tersebut yakni Parigi Selatan, Torue, Balinggi, dan 
Sausu. Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah 
satu pusat pengembangan peternakan sapi perah 
yang tidak hanya berorientasi pada produksi susu, 
tetapi juga berpotensi memperkuat rantai pasok dan 
perekonomian daerah.

I Wayan Gede Purna. FOTO: IST

PEMKAB POSO

SULTENG RAYA  - Pemerintah Kabupaten 
Poso, berkolaborasi dengan sejumlah mitra stra-
tegis untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi 
petani kakao di Kabupaten Poso guna mendukung 
produktivitas usaha dan ke-
sejahteraan masyarakat 
di daerah ini.

“ D e n g a n  a k s e s 
pembiayaan yang te-
pat, petani diha-
rapkan mampu 
memenuhi ke-
butuhan sarana 
produksi, mening-
katkan kapasitas 
usaha, memperbaiki 
kualitas hasil panen, 
dan mengembang-

SOEHARTO KANDAR
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SULTENG RAYA– Response 
cepat ditunjukkan jajaran Satuan 
Samapta Polres Buol bersama tim 
gabungan dalam menanggulangi 
ancaman kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla). Sebanyak satu unit arma-
da Armoured Water Cannon (AWC) 
R6 milik Sat Samapta diterjunkan 
langsung untuk membantu mema-
damkan kobaran api yang membakar 
lahan kebun salak dan hutan semak 
di Desa Pinamula Baru, Kecamatan 
Momunu, Kabupaten Buol, Selasa 
(13/10/2026) sore.

Aksi tanggap darurat yang ber-
langsung sejak pukul 15.00 Wita 
tersebut melibatkan enam perso-
nel Sat Samapta yang dipimpin 
oleh Aiptu Agung S Rindu, S.H., 
bersama Aipda Yunius, Aipda Adi 
Badu, Brigadir Hasrin R, Bripda 
Komang Adi Putra, serta Bripda I 
Gede Prima W Supit.

Di lokasi kejadian, pemadaman 
dilakukan secara intensif melalui 
kolaborasi lintas sektor. Perso-
nel kepolisian bergotong royong 
bahu-membahu bersama petugas 
BPBD Kabupaten Buol, personel 
Polsek Momunu, tim Pemadam Ke-
bakaran (Damkar), serta puluhan 
warga masyarakat setempat yang 
turut membantu menjinakkan si 
jago merah.

Kasat Samapta Polres Buol, Iptu 
Walidi, membenarkan keterlibatan 
jajarannya dalam aksi kemanu-
siaan tersebut. Ia menyebutkan 
bahwa pengerahan armada AWC 
dan personel merupakan bentuk 
komitmen Polri dalam memberi-
kan perlindungan nyata kepada 
masyarakat serta meminimalisir 

dampak kerusakan lingkungan. 
“Begitu menerima laporan adanya 
kobaran api di kebun salak dan se-
mak belukar Desa Pinamula Baru, 
kami langsung menerjunkan tim 
penindak beserta kendaraan AWC 
R6 ke titik lokasi. Langkah cepat ini 
penting dilakukan agar kobaran api 
tidak makin meluas dan merembet 
ke area permukiman warga seki-
tar,” ujar Walidi.

Berkat kerja keras dan kekompa-
kan seluruh elemen di lapangan, 
titik api utama maupun sisa-sisa 
bara di area lahan yang terbakar 
berhasil dipadamkan sepenuhnya 
sekira pukul 18.30 wita.

Walidi mengapresiasi tinggi 
sinergi yang terjalin antara petu-
gas dan warga, seraya kembali 
mengingatkan masyarakat untuk 
selalu waspada terhadap potensi 
kebakaran di musim kering.

“Kami sangat mengapresiasi 
kerja sama yang solid antara tim 
Damkar, BPBD, Polsek, dan khu-
susnya warga Desa Pinamula Baru 
yang bahu-membahu di lapangan. 
Kami mengimbau kepada seluruh 
masyarakat agar tidak melakukan 
pembakaran lahan secara semba-
rangan, sebab kelalaian kecil bisa 
berdampak fatal bagi lingkungan 
dan keselamatan bersama,” pung-
kas Kasat.

Setelah dipastikan tidak ada lagi 
potensi munculnya titik api sus-
ulan, seluruh personel gabungan 
menarik diri dari lokasi kejadian 
pada pukul 18.30 WITA, dan si-
tuasi di wilayah Desa Pinamula 
Baru dilaporkan telah aman serta 
kondusif. AMR

Polisi Turunkan Water 
Canon, Padamkan 

Kebakaran Kebun Salak di Buol

SATU unit armada AWC R6 milik Sat Samapta diterjunkan langsung untuk mem-
bantu memadamkan kobaran api yang membakar lahan kebun salak dan hutan 
semak di Desa Pinamula Baru, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Selasa 
(13/10/2026) sore. FOTO: IST

SULTENG RAYA – Dansatbrimob 
Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol 
Kurniawan Tandi Rongre, S.I.K., 
M.Si., memimpin upacara pembu-
kaan Latihan Gabungan Brimob 
dalam rangka peningkatan kemam-
puan sharp shooter bagi personel 
Satbrimob Polda Sulawesi Tengah. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan di 
Lapangan Gelora Atmaja, Batalyon 
A Pelopor, Rabu (14/10/2026).

Upacara pembukaan diikuti oleh 
para pejabat utama dan perwira Satbri-
mob Polda Sulteng, personel pendam-
ping upacara, serta peserta dan instruk-
tur pelatihan. Kegiatan ini menjadi awal 
pelaksanaan latihan yang ditujukan 
untuk meningkatkan kemampuan 
personel dalam menghadapi tantangan 
tugas yang semakin kompleks.

Dalam amanatnya, Dansatbrimob 
menegaskan bahwa perkembangan 

dan kompleksitas tantangan tugas 
menuntut personel untuk terus 
meningkatkan kemampuan serta 
kesiapan dalam menjalankan tugas. 
Oleh karena itu, latihan gabungan 
sharp shooter diselenggarakan den-
gan melibatkan personel dari jajaran 
Satbrimob Polda Sulteng.

Dansatbrimob juga menekankan 
pentingnya kesungguhan dan tang-
gung jawab seluruh peserta selama 
mengikuti rangkaian pelatihan. 
Setiap materi dan tahapan latihan 
diharapkan dapat diikuti dengan 
disiplin agar tujuan peningkatan 
kemampuan dapat tercapai secara 
optimal.

Kepada para instruktur, Dansat-
brimob berpesan agar seluruh materi 
dan pengetahuan yang telah dipero-
leh melalui pelatihan sebelumnya 
disampaikan kepada peserta secara 

maksimal. Peran instruktur dinilai 
penting dalam mendukung proses 
transfer pengetahuan dan keteram-
pilan selama pelaksanaan latihan.

Instruktur yang ditunjuk dalam ke-
giatan ini merupakan personel yang 
sebelumnya telah mengikuti pelati-
han terkait. Dengan bekal tersebut, 
para instruktur diharapkan mampu 
membimbing peserta sesuai materi 
latihan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui latihan gabungan ini, 
Satbrimob Polda Sulawesi Tengah 
berupaya menjaga dan meningkat-
kan profesionalisme serta kesiapan 
personel dalam menghadapi dina-
mika tugas. Pelaksanaan latihan 
secara terarah dan bertanggung 
jawab diharapkan dapat mendukung 
pelaksanaan tugas kepolisian yang 
profesional sesuai standar dan pro-
sedur yang berlaku. AMR

SULTENG RAYA- PT PLN (Per-
sero) berhasil meraih predikat Sector 
Champion pada kategori Energy & 
Public Utilities sekaligus menem-
pati Runner Up dalam daftar 100 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dengan layanan terbaik pada ajang 
Danantara Indonesia CX100 Award 
2026. Pencapaian ini menjadi wujud 
komitmen PLN dalam memperkuat 
kualitas layanan dan meningkatkan 
pengalaman pelanggan melalui 
penyediaan layanan kelistrikan yang 
andal, mudah diakses, serta responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat.

Danantara Indonesia CX100 me-
rupakan inisiatif strategis Danantara 
Indonesia untuk mendorong pening-
katan kualitas layanan di lingkun-
gan BUMN. Melalui _framework_ 
_Customer Experience_ (CX) dengan 
3 pilar utama, yakni _effectiveness_ 
(ketepatan), _ease_ (kemudahan), 
dan _emotion_ (kenyamanan), kua-
litas pengalaman pelanggan diukur 
secara komprehensif sebagai bagian 
dari upaya mendorong perbaikan la-
yanan dan memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap BUMN.

Chief Operating Officer (COO) 
Badan Pengelola Investasi (BPI) 
Danantara, Dony Oskaria, mengata-
kan bahwa Danantara Indonesia 
CX100 merupakan bagian dari upaya 
mendorong peningkatan kualitas 
layanan dan pengalaman pelanggan 
di seluruh BUMN. Menurutnya, 
transformasi BUMN tidak hanya 
diukur dari kinerja bisnis dan opera-
sional, tetapi juga dari kemampuan 
perusahaan dalam menghadirkan 
layanan yang berkualitas, responsif, 
dan memberikan manfaat nyata bagi 
masyarakat.

“Di seluruh perusahaan yang 
sustain kalau kita belajar, kalau kita 
melihat “a build to last company”, 
perusahaan-perusahaan yang hidup 
lebih dari 100 tahun, jika digali paling 
dalam apa yang membuat mereka 
bisa _exist_? Hanya satu kata, yaitu 
servis,” ujar Dony.

Dony menegaskan peta persaingan 
saat ini telah bergeser. Menurutnya, 
kompetisi tidak lagi hanya berfokus 
pada produk atau harga, melainkan 
pada kualitas layanan yang dirasa-
kan langsung oleh pelanggan. Oleh 

DANSATBRIMOB Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, saat menyematkan tanda dimulainya latihan gabungan 
kemampuan Sharp Shooter, di Lapangan Gelora Atmaja, Batalyon A Pelopor, Rabu (14/10/2026). FOTO: DOK.SATBRIMOB POLDA SULTENG

Personel Brimob 
Latih Kemampuan 

Sharp Shooter

MANAGING Director Business 2 Danantara Asset Management, Setyanto Hantoro 
(kiri) saat memberikan penghargaan kepada PLN, yang diwakili Direktur Utama PLN, 
Darmawan Prasodjo (kanan) sebagai Sector Champion pada kategori Energy & Pu-
blic Utilities pada ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026 yang diselenggara-
kan di Jakarta, Selasa (13/10/2026). FOTO: DOK.PLN

PLN Raih Sector Champion dan Runner Up 
BUMN Layanan Terbaik Danantara Indonesia

karena itu, kualitas layanan harus 
hadir secara konsisten di setiap titik 
interaksi dengan pelanggan. 

“Fokus kami bukan pada siapa 
yang unggul atau mengalahkan yang 
lain, melainkan bagaimana momen-
tum ini menjadi pemicu bagi kami 
untuk terus memberikan layanan 
terbaik bagi pelanggan, khususnya 
masyarakat luas,” imbuhnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan 
Prasodjo, mengatakan penghargaan 
tersebut menegaskan pentingnya 
memastikan transformasi perusa-
haan memberikan manfaat nyata 
bagi pelanggan. Menurutnya, kean-
dalan pasokan listrik perlu berjalan 
beriringan dengan kemudahan akses 
layanan, kecepatan merespons kebu-
tuhan, serta konsistensi PLN dalam 
memberikan pengalaman layanan 
yang positif.

Ia menambahkan, guna mening-
katkan kualitas layanan dan ke-
puasan pelanggan, PLN terus me-
lakukan berbagai transformasi, 
termasuk memperkuat digitalisasi se-
cara _end-to-end_, mulai dari proses 
operasional ketenagalistrikan hingga 
interaksi dengan pelanggan. Mel-
alui penguatan ekosistem layanan 
digital, integrasi proses bisnis, serta 
peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, PLN berupaya menghadir-
kan layanan yang semakin praktis, 
transparan, dan responsif. Langkah 
ini menjadi bagian dari agenda trans-
formasi PLN untuk mewujudkan 
perusahaan yang semakin efisien, 

adaptif, dan menjadi pilihan nomor 
satu masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan solusi energi.

Sementara itu, Direktur Retail 
dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy 
menyampaikan, capaian ini akan 
menjadi pemacu bagi PLN untuk 
terus meningkatkan kualitas layanan, 
termasuk melalui pengembangan 
aplikasi PLN Mobile yang memudah-
kan pelanggan mengakses berbagai 
layanan kelistrikan, mulai dari lay-
anan pasang baru, perubahan daya, 
pembayaran, hingga pengaduan 
gangguan. PLN juga terus memper-
kuat keandalan pasokan listrik dan 
respons petugas sebagai bagian dari 
upaya menghadirkan pengalaman 
pelanggan yang semakin baik.

Sejalan dengan transformasi yang 
dilakukan, lanjut Rozy, PLN juga 
terus membangun budaya _customer 
oriented_ di seluruh lini organisasi. 
Keandalan pasokan listrik, kecepatan 
penanganan gangguan, kemuda-
han memperoleh layanan, serta 
kemampuan memahami kebutuhan 
pelanggan menjadi bagian yang sa-
ling terhubung dalam membangun 
pengalaman positif bagi pelanggan.

”Pengalaman pelanggan yang baik 
merupakan hasil dari kerja bersama 
seluruh insan PLN. Setiap insan PLN 
didorong untuk memahami bahwa 
kualitas layanan bukan hanya men-
jadi tanggung jawab unit pelayanan 
pelanggan, melainkan tanggung 
jawab seluruh proses bisnis perusa-
haan,” pungkas Rozy.*/HJ

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam upaya memperkuat 
sinergi dan kemitraan den-
gan insan pers, Kepala Bi-
dang Hubungan Masyara-
kat (Kabid Humas) Polda 
Sulawesi Tengah Kombes 
Pol Achmad Muhaimin, 
S.I.K., M.H., menggelar ke-
giatan coffee morning atau 
ngopi bareng bersama awak 
media di salah satu kedai 
kopi di Kota Palu, Selasa 
(13/10/2026).

Pertemuan itu menjadi 
sarana silaturahmi sekaligus 
ruang komunikasi dan dis-
kusi antara jajaran Humas 
Polda Sulteng dengan insan 
pers guna memperkuat kola-
borasi dalam menyampai-
kan informasi yang akurat, 
berimbang, dan terpercaya 
kepada masyarakat.

Muhaimin mengatakan, 
hubungan kemitraan antara 
Polri dan media memili-
ki peran strategis dalam 
mendukung pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas), 
khususnya melalui penyam-
paian informasi yang be-
nar serta upaya menangkal 
penyebaran berita bohong 
atau hoaks.

“Melalui kegiatan ini, 
kami ingin membangun 
komunikasi yang terbuka 
dan mempererat kemitraan 
strategis antara Polri dan 
insan pers. Kami berharap 
media dapat terus menjadi 

mitra dalam menyampaikan 
informasi yang akurat dan 
berimbang, sekaligus menja-
di cooling system di tengah 
masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan 
coffee morning dilaksana-
kan dalam suasana santai 
dan penuh keakraban mel-
alui diskusi serta pertukaran 
informasi mengenai dinami-
ka sosial dan perkembangan 
situasi keamanan terkini, 
khususnya di wilayah Sula-
wesi Tengah.

Menurutnya, kemitraan 
antara Polri dan insan pers 
perlu terus dipelihara me-
lalui komunikasi yang ter-
buka, konstruktif, dan pro-
fesional. Dengan demikian, 
penyampaian informasi 
kepada masyarakat dapat 
berjalan secara efektif serta 
mendukung terciptanya 
situasi kamtibmas yang 
aman dan kondusif.Selain 
memperkuat koordina-
si, kegiatan tersebut juga 
menjadi wadah bagi insan 
pers untuk menyampaikan 
kritik, saran, dan masu-
kan terhadap pelaksanaan 
tugas serta pelayanan ke-
polisian.

“Kami terbuka terhadap 
kritik, saran, dan masukan 
dari rekan-rekan media. 
Hal tersebut menjadi bagian 
penting dalam evaluasi dan 
peningkatan kualitas pela-
yanan kepolisian kepada 
masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, 
Muhaimin juga menyam-
paikan pesan mengenai pen-
tingnya semangat “Polisi 
Bersama Masyarakat” seba-
gai bentuk komitmen untuk 
membangun kedekatan an-
tara Polri dan masyarakat.

Semangat tersebut mene-
gaskan Polri tidak hanya ha-
dir sebagai aparat penegak 
hukum, tetapi juga sebagai 
mitra masyarakat yang siap 
mendengarkan aspirasi, 
membangun kerja sama, 
serta bersama-sama menjaga 
keamanan dan ketertiban.

Kegiatan tersebut turut 
dihadiri Kasubbid Penmas 
Bidhumas Polda Sulteng 
Kompol Reky Moniung, 
serta awak media dari ber-
bagai perusahaan pers yang 
bertugas di Kota Palu.

Rangkaian kegiatan ber-
langsung dalam suasana 
akrab dan penuh kebersa-
maan, kemudian ditutup 
dengan foto bersama Kabid 
Humas Polda Sulteng dan 
seluruh insan pers yang 
hadir.

Melalui kegiatan ini, diha-
rapkan sinergi antara Polda 
Sulawesi Tengah dan insan 
pers semakin solid dalam 
mendukung keterbukaan 
informasi publik, menang-
kal hoaks, serta mewujud-
kan situasi kamtibmas yang 
aman, tertib, dan kondusif 
di wilayah Sulawesi Ten-
gah. AMR

Kabid Humas Polda Sulteng Perkuat 
Kemitraan Dengan Insan Pers
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Azwar Anas

PPI Sulteng Minta 
Kapolda-Wakapolda Sulteng 

yang Baru Bongkar Kasus Alat 
Berat Dugaan PETI

SULTENG RAYA - Pergantian pimpinan 
tertinggi Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) 
menjadi titik harapan baru di tengah tum-
pukan kasus lingkungan yang belum tuntas, 
salah satunya kasus penyitaan alat berat yang 
diduga digunakan untuk Pertambangan Tan-
pa Izin (PETI).

I r j e n  P o l .  R i z a l  I r a -
wan, S.I.K., M.H. resmi men-
jabat Kapolda Sulteng dan 
Brigjen Pol. Semmy Ron-
ny Thabaa, S.E. sebagai Wa-
kapolda Sulteng setelah 
dilantik Kapolri Jenderal 
Polisi Suyudi Ario Seto awal 
Oktober 2026.

Proses mutasi dan pelan-
tikan memiliki dasar hukum 
yang tegas. Surat Telegram 
Kapolri Nomor ST/2205/X/
KEP./2026 tertanggal 2 Ok-
tober 2026 yang ditanda-
tangani Wakapolri Komj-
en Pol Wahyu Hadiningrat 
atas nama Kapolri, menun-
juk Irjen Pol Rizal Irawan 
menggantikan Irjen Pol Nas-
ri yang memasuki masa 
pensiun. 

Pengangkatan Kapolda 
berada dalam kewenangan 
penuh Kapolri merujuk pada 
UU No. 2 Tahun 2002 ten-
tang Kepolisian Negara RI, 
Perpres No. 52 Tahun 2010 
tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Polri, serta 
Perkap No. 3 Tahun 2016 
tentang Administrasi Ke-
pangkatan Anggota Pol-
ri. Upacara serah terima 
jabatan dilaksanakan di 
Gedung Rupatama Mabes 
Polri, Jakarta, Sabtu, 3 Ok-
tober 2026 malam.

Di tengah sambutan pim-
pinan baru, sorotan masya-
rakat tertuju pada sejumlah 
kasus yang menggantung, 
terutama penangkapan alat 
berat yang diduga kuat 

dipakai untuk aktivitas 
PETI. Sampai saat ini be-
lum ada kepastian hukum 
apakah alat tersebut akan 
disita secara tetap, dikemb-
alikan, atau menjadi barang 
bukti yang dilanjutkan ke 
pengadilan. 

Beredar pula dugaan kuat 
adanya peran oknum APH 

yang memberikan perlin-
dungan sehingga penan-
ganan kasus berjalan lam-
bat. Kasus ini menjadi salah 
satu bukti keresahan publik 
seiring maraknya PETI, pe-
rambahan hutan, kerusakan 
lingkungan akibat tambang, 
dugaan penggelapan BBM 
bersubsidi, dan potensi kon-
fl ik sosial di Sulteng.

Dewan Pertimbangan Per-
himpunan Pergerakan Indo-
nesia (PPI) Provinsi Sulteng, 
Azwar Anas menegaskan, 
hingga kini status hukum 
alat-alat tersebut belum je-
las, dan muncul dugaan 
adanya perlindungan dari 
oknum aparat penegak hu-
kum (APH). 

Azwar Anas berharap 
kepada Kapolda dan Wa-
kapolda yang baru, agar 
pimpinan baru bisa menjadi 
magnet dan energi baru pe-
negakan hukum. Salah satu 
yang harus segera diperjelas 
adalah status hukum alat 
berat dugaan PETI itu, ter-
masuk memeriksa dugaan 
perlindungan oknum APH 
jika ada bukti awalnya.

Ia menegaskan penting-
nya peningkatan kualitas 
penyelidikan dan penyidi-
kan terhadap seluruh lapo-
ran kejahatan lingkungan 
dengan tetap menjaga in-
tegritas sesuai arahan Pre-
siden dan Kapolri. Seluruh 
pemangku kepentingan dia-
jak bersinergi berani men-
gungkap berbagai bentuk 
kejahatan lingkungan.

“Selamat menjalankan 
tugas di Bumi Seribu Me-
galit untuk Kapolda dan 
Wakapolda baru. Kepada 
pimpinan lama, terima kasih 
atas pengabdian dan dedi-
kasi selama bertugas, sela-
mat menjalankan tugas di 
tempat baru,” ucap aktivis 
Pergerakan itu.*/YAT

"Kegiatan ini menjadi 
bentuk rasa syukur seka-
ligus wujud kepedulian 
terhadap sesama di hari ja-
dinya (ARL) ke-40 yang be-
berapa waktu lalu diraya-
kan di Hotel Santika Palu,” 
ujar Staf Promosi CV Akai 
Jaya Motor, Surya Rifardi, 
Selasa (13/10/2026).

Melalui inisiatif terse-
but, total donasi yang ber-
hasil dikumpulkan men-

capai Rp60.000.000. Dana 
tersebut kemudian dibagi 
secara merata kepada lima 
yayasan penerima, dengan 
masing-masing yayasan 
memperoleh bantuan se-
besar Rp12.000.000.

"Adapun lima yayasan 
yang menerima donasi ter-
sebut adalah GPID Lekatu, 
Panti Asuhan Asshabur, 
Gereja Wana, Panti Asuhan 
Zalziah, SMPK Arastamar. 

SIMBOLIS penyerahan donasi kepada salah satu penerima manfaat di GPID jemaat Alfa Omega Lekatu yang diserahkan oleh tim CV 
Akai Jaya Motor kepada pengurus gereja, Selasa (13/10/2026). FOTO: YAMAHA

Rayakan Ulang Tahun ke-40, ARL Salurkan 
Donasi Rp60 Juta kepada Lima Yayasan

SULTENG RAYA — Dalam rangka mera-
yakan hari ulang tahunnya yang ke-40, Andi 
Raharja Limbunan (ARL) menginisiasi aksi 
sosial dengan mengalihkan hadiah ulang 
tahun yang diterimanya menjadi donasi bagi 
lima yayasan.

Donasi ini berasal dari 
hadiah ulang tahun yang 

dialihkan untuk kegiatan 
sosial.  Dengan langkah 

tersebut, momen pertam-
bahan usia tidak hanya 

menjadi perayaan pribadi, 
tetapi juga kesempatan 

untuk berbagi  kebaha-
giaan dan memberikan 
manfaat bagi orang lain," 
jelas Surya.

Inisiatif ARL diharap-
kan dapat menginspirasi 
lebih banyak orang untuk 
menjadikan momen spe-
sial sebagai kesempatan 
berbagi. Melalui kepedu-
lian dan semangat gotong 
royong, bantuan yang di-
berikan diharapkan dapat 
mendukung kebutuhan 
masing-masing yayasan 
serta membawa manfaat 
bagi para penerima.

Perayaan ulang tahun 
ke-40 ini pun menjadi pen-
gingat bahwa kebahagiaan 
akan terasa lebih bermak-
na ketika dapat dibagikan 
kepada sesama.*/HJ

SULTENG RAYA - Imi-
grasi Indonesia mencatatkan 
realisasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) sebesar 
Rp8,68 triliun hingga Senin 
(12/10/2026) pukul 07.30 
WIB. Angka ini setara 101,88 
persen dari target yang di-
tetapkan pemerintah untuk 
tahun 2026. Sektor visa dan 
izin keimigrasian menja-
di kontributor terbesar, di 
mana pendapatan dari visa 
sendiri mencapai Rp4,7 trili-
un atau 55 persen dari total 
penerimaan, disusul paspor 
Rp 2,1 triliun, izin keimigra-
sian dan re-entry permit Rp 
1,52 triliun, serta layanan 
lainnya Rp 270 miliar. 

Secara tahunan (year-on-
year), perolehan ini menca-
tatkan surplus Rp 510 miliar 

dibandingkan periode yang 
sama pada 2025.

Direktur Jenderal Imigra-
si, Hendarsam Marantoko 
mengucapkan rasa syu-
kurnya bahwa di tengah 
dinamika kondisi geopolitik 
global, Indonesia tercatat 
masuk dalam tiga besar 
destinasi wisata dunia yang 
wajib dikunjungi sekali se-
umur hidup versi majalah 
CEOWORLD.

“Kami mensyukuri bahwa 
kebijakan keimigrasian men-
dorong hadirnya wisatawan 
berkualitas yang berkon-
tribusi terhadap ekonomi 
negara. Kontribusi yang 
tinggi terhadap penerimaan 
negara menjadi salah satu 
indikator kualitas layanan 
yang diselenggarakan pe-

merintah," jelas Hendarsam.
Lebih lanjut Hendarsam 

mengatakan, pencapaian 
target tersebut tercapai den-
gan baik meski di sepanjang 
tahun 2026, pengawasan 
keimigrasian terus digencar-
kan. “Di tahun 2026 ini, pen-
gawasan keimigrasian terus 
kami gencarkan. Sekitar 
5.310 WNA telah kami de-
portasi dan 3.950 diantara-
nya kami masukkan dalam 
daftar cekal. Kita tentunya 
menginginkan hanya WNA 
berkualitas yang masuk 
dan berkegiatan di Indone-
sia. Dan ternyata tingginya 
angka penindakan terhadap 
WNA yang melanggar juga 
tidak menyurutkan animo 
pelancong internasional 
untuk datang ke Indonesia,” 

jelas Hendarsam.  
Selaras dengan peneri-

maan PNBP yang optimal, 
Imigrasi Indonesia juga me-
lakukan optimalisasi lay-
anan untuk menghadirkan 
pelintas yang berkualitas.

Untuk mendukung opti-
malisasi layanan, Imigrasi 
Indonesia menghadirkan 
platform evisa.imigrasi.
go.id, yang memungkinkan 
fasilitas pembayaran kartu 
kredit langsung tanpa me-
lalui agen atau penjamin. 
Hal ini didukung dengan 
penambahan autogate di 
tempat-tempat pemeriks-
aan imigrasi utama. Saat 
ini tercatat 298 unit autoga-
te telah beroperasi untuk 
mendukung pembentukan 
seamless ecosystem di pintu 

SALAH seorang anak saat berpose bersama badut bermodel pas-
por di kantor pelayanan Imigrasi di Indonesia. FOTO: KOMUNI-
KASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL IMIGRAS

Masuki Oktober, Imigrasi Indonesia Lampaui Target PNBP 2026 Capai Rp8,68 Triliun
masuk negara.

“Kami mendapati bahwa 
ternyata orang asing tidak 
melulu mencari yang gra-
tisan. Pelintas berkualitas 
yang datang ke Indonesia 
justru mengharapkan kemu-
dahan di sisi pelayanan imi-
grasi. Kami menghadirkan 
kemudahan tersebut melalui 
ekosistem yang seamless, 
dari penerbitan visa/izin 
tinggal hingga sistem per-
lintasan yang terintegrasi,” 
ujarnya.

Sementara, dalam aspek 
pelayanan paspor, pende-
katan kepada masyarakat 
diperluas melalui program 
jemput bola Pasporia (Pas-
por Ceria) yang diselengga-
rakan di ruang-ruang publik 
seperti Car Free Day (CFD) 
pada akhir pekan. 

Imigrasi juga menambah-
kan kantor imigrasi baru 

di berbagai daerah serta 
mengoperasikan unit-unit 
pelayanan keimigrasian 
baru yang dapat melayani 
masyarakat di luar hari dan 
jam layanan reguler.

“Kami  berkomitmen 
menghadirkan imigrasi 
yang seamless namun tetap 

memiliki muruah sebagai 
penjaga kedaulatan pintu 
gerbang negara. Capaian 
realisasi PNBP akan terus 
kami tingkatkan. Kami per-
kirakan pada akhir 2026 
bisa tercapai Rp 10,9 triliun 
sampai Rp 11 triliun," jelas 
Hendarsam.*/YAT

SULTENG RAYA - Kan-
tor Imigrasi Kelas I TPI Palu 
menerima kunjungan Ketua 
Badan Kehormatan DPRD 
Provinsi Sulawesi Tengah 
(Sulteng), Ir. H. Musliman 
Malappa, M.M., yang disam-
but langsung oleh Kepala 
Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Palu, Muhammad Akmal, 
Selasa (13/10/2026).

Dalam kunjungan terse-
but, dibahas sejumlah hal 
penting terkait pelaksanaan 
pengawasan terhadap orang 
asing, khususnya mengenai 
kepatuhan warga negara 
asing terhadap ketentuan 
keimigrasian yang berlaku 
di Indonesia. Setiap orang 
asing diharapkan menjalan-
kan kegiatan sesuai den-

gan maksud dan tujuan 
pemberian izin tinggalnya 
serta mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Selain aspek pen-
gawasan, kunjungan ini 
juga menyoroti pentingnya 
pemahaman orang asing 
terhadap budaya, adat isti-
adat, serta nilai-nilai sosial 
masyarakat di lingkungan 

KETUA Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. H. Musliman Malappa (tengah) saat 
berpose bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal (kedua dari kanan) 
serta didampingi sejumlah pejabat Imigrasi setempat, Selasa (13/10/2026). FOTO: DAYAT

KUNJUNGI KANTOR IMIGRASI PALU

Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulteng 
Bahas Pengawasan Orang Asing

tempat tinggalnya. Pema-
haman tersebut diharapkan 
dapat mendorong tercipta-
nya hubungan yang harmo-
nis antara orang asing dan 
masyarakat setempat.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal, menyambut 
baik kunjungan tersebut 
sebagai bagian dari upaya 
memperkuat komunikasi 
dan sinergi dalam mendu-
kung pelaksanaan tugas 
keimigrasian, khususnya 
pengawasan orang asing di 
wilayah kerja Kantor Imigra-
si Kelas I TPI Palu.

“Melalui koordinasi dan 
sinergi antarlembaga, diha-
rapkan pengawasan orang 
asing dapat berjalan secara 
optimal, sehingga keberad-
aan warga negara asing di 
Indonesia tetap sesuai den-
gan ketentuan yang berlaku 
serta memberikan manfaat 
positif bagi masyarakat,” 
harapnya.*/YAT
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PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang terhadap objek 
lelang milik Debitur : 
 

No Objek Lelang Nilai Limit Uang Jaminan 
1. YUDI HARTONO  

Sebidang  tanah  seluas  300 m2 berikut  bangunan dan segala    
sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya, sesuai No. 881, 
terdaftar   atas  nama  YUDI HARTONO  terletak  di JI. Banteng,  
Kompleks Perumahan Permata Banteng, Kelurahan  Birobuli 
Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi  
Sulawesi  Tengah 

 
Rp. 508.810.000 

 
Rp. 101.762.000 

 
Keterangan : 
 Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan. 
 Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening 

penampungan KPKNL Palu akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan 
menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta 
lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran. 

 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 
lelang (pukul 23.59 WIB/ Sesuai Waktu Server). 

 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
 

PERSYARATAN LELANG : 
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas. 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh memlalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara 

8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 
Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke 
rekening penampungan Bank Muamalat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is) 
 

PELAKSANAAN LELANG : 
Cara penawaran Open Bidding (sejak tayang di lelang go.id sd batas akhir penutupan penawaran) 
Tempat Pelaksanaan 
Lelang KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Waktu Pelaksanaan Lelang 
dan Batas akhir penawaran Kamis, 29 Oktober 2026, Pukul 09.15 WIB (Sesuai Waktu Server) 

Waktu Penawaran Sejak tayang di lelang.go.id s.d batas akhir penutupan penawaran 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 
Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu, Telp: 0451-457555, 
Fax.0451-457666 atau KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
94111, Telp (0451) 8202737, atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991. 

 Jakarta, 15 Oktober 2026 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

 
 

Ttd  
 

 Anang Fahrudi 
  Head Of Asset Liquidation & Big Balance 

PERINGATAN: 
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya 
dapat dilakukan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Palu, Telp (0451) 457555 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang terhadap objek 
lelang milik Debitur : 
 

No Objek Lelang Nilai Limit Uang Jaminan 
1. EDY HARLY 

Sebidang tanah seluas 253 M2, berikut bangunan dan segala  
sesuatu  yang berdiri/tertanam  di  atasnya, sesuai   SHM   
No.792, terdaftar atas nama EDY HARLY, terletak di Lorong 
Bakso No. 84, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu 
Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah 

 
Rp. 357.000.000 

 
Rp. 71.400.000 

 
Keterangan : 
 Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan. 
 Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening 

penampungan KPKNL Palu akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan 
menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta 
lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran. 

 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 
lelang (pukul 23.59 WIB/ Sesuai Waktu Server). 

 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
 

PERSYARATAN LELANG : 
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas. 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh memlalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara 

8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 
Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke 
rekening penampungan Bank Muamalat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is) 
 

PELAKSANAAN LELANG : 
Cara penawaran Open Bidding (sejak tayang di lelang go.id sd batas akhir penutupan penawaran) 
Tempat Pelaksanaan 
Lelang KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Waktu Pelaksanaan Lelang 
dan Batas akhir penawaran Kamis, 29 Oktober 2026, Pukul 09.15 WIB (Sesuai Waktu Server) 

Waktu Penawaran Sejak tayang di lelang.go.id s.d batas akhir penutupan penawaran 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 
Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu, Telp: 0451-457555, 
Fax.0451-457666 atau KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
94111, Telp (0451) 8202737, atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991. 

 Jakarta, 15 Oktober 2026 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

 
 

Ttd  
 

 Anang Fahrudi 
  Head Of Asset Liquidation & Big Balance 

PERINGATAN: 
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya 
dapat dilakukan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Palu, Telp (0451) 457555 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang terhadap objek 
lelang milik Debitur : 
 

No Objek Lelang Nilai Limit Uang Jaminan 
1. MUSI SRIYANTO 

Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut  bangunan dan segala  
sesuatu  yang berdiri/tertanam   di  atasnya, sesuai SHGB 
No.199, terdaftar  atas nama MUSI SRIYANTO terletak di JI.  
Karana BTN Mamboro Blok A2 No. 27, Kel. Mamboro,   
Kec..Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

 
Rp. 172.000.000 

 
Rp. 34.400.000 

 
Keterangan : 
 Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan. 
 Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening 

penampungan KPKNL Palu akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan 
menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta 
lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran. 

 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 
lelang (pukul 23.59 WIB/ Sesuai Waktu Server). 

 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
 

PERSYARATAN LELANG : 
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas. 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh memlalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara 

8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 
Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke 
rekening penampungan Bank Muamalat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is) 
 

PELAKSANAAN LELANG : 
Cara penawaran Open Bidding (sejak tayang di lelang go.id sd batas akhir penutupan penawaran) 
Tempat Pelaksanaan 
Lelang KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Waktu Pelaksanaan Lelang 
dan Batas akhir penawaran Kamis, 29 Oktober 2026, Pukul 09.35 WIB (Sesuai Waktu Server) 

Waktu Penawaran Sejak tayang di lelang.go.id s.d batas akhir penutupan penawaran 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 
Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu, Telp: 0451-457555, 
Fax.0451-457666 atau KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
94111, Telp (0451) 8202737, atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991. 

 Jakarta, 15 Oktober 2026 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

 
 

Ttd  
 

 Anang Fahrudi 
  Head Of Asset Liquidation & Big Balance 

PERINGATAN: 
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya 
dapat dilakukan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Palu, Telp (0451) 457555 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 30 September 2026 PT. Bank Syariah 
Indonesia (Persero), Tbk Retail Collection, Restructuring and Recovery Area Palu akan melakukan Lelang Eksekusi 
Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Thn 1996, dengan Perantaraan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu terhadap jaminan hutang debitur: 
 

 
 

Lakunuddin 
⚫ Sebidang tanah seluas 372 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri di atasnya, 

sesuai SHM NIB. 19.05.000020415.0 (dahulu SHM No. 1337/Lere) atas nama Lakunuddin, terletak di Jl. Asam 
II Lorong IV No. 18 A, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai Limit 
Rp. 205.850.000,- Uang Jaminan Rp. 41.170.000,-   

 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang: 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari 

nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Syariah Indonesia paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah pelaksanaan lelang. 
 

Deskripsi Pelaksanaan Lelang: 
Hari /Tanggal : Kamis, 29 Oktober 2026 
Batas Akhir Penawaran : 29 Oktober 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) atau 10:00 WITA 
Alamat Domain : www.lelang.go.id 
Tempat Pelaksanaan 
Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk - Retail Collection, Restructuring & 
Recovery Area Palu – 081341444317 (Arief Masrur) 
  

 Palu, 15 Oktober 2026 
PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO), Tbk. 
Retail Collection, Restructuring & Recovery Area Palu 

 
         Ttd 

 
Muhammad Amal 

ACR Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPKNL Palu 

Pernyataan  te rsebut 
disampaikan Presiden Pra-
bowo Subianto dalam kon-
ferensi pers bersama dengan 
Presiden Mesir, Abdel Fat-
tah El-Sisi, di Istana Merde-
ka, Jakarta, pada Minggu. 
Dalam pertemuan bilateral 

itu, kedua pemimpin mem-
bahas berbagai upaya untuk 
mempererat hubungan an-
tar masyarakat melalui jalur 
pendidikan.

"Indonesia siap memper-
luas kerja sama pendidikan 
melalui pertukaran mahasis-

wa, kemitraan universitas, 
riset bersama, dan menja-
jaki peluang kolaborasi di 
bidang lain," ujar Presiden 
Prabowo.

Apresiasi Tambahan Be-
asiswa

Presiden Prabowo juga 

INDONESIA dan Mesir memperluas hubungan pendidikan, menambah lebih banyak beasiswa mahasiswa. FOTO: ANT

Indonesia-Mesir Perluas Kerja Sama Pendidikan

SULTENG RAYA - Indonesia dan Mesir 
sepakat untuk memperluas kerja sama di 
bidang pendidikan. Kesepakatan ini menca-
kup peningkatan kesempatan beasiswa bagi 
mahasiswa Indonesia di Mesir serta program 
pertukaran pelajar antara kedua negara.

menyampaikan apresia-
sinya atas dukungan Mesir 
dalam menyediakan tamba-
han beasiswa. Beasiswa ter-
sebut diprioritaskan untuk 
bidang-bidang studi penting 
seperti kedokteran, teknik, 
dan sains.

Hubungan pendidikan 
antara Indonesia dan Mesir 
sendiri telah terjalin lama, 
terutama dengan Universi-
tas Al-Azhar. 

Di universitas ternama 
tersebut, bahasa dan sastra 
Indonesia bahkan diajarkan 
sebagai bagian dari kuri-
kulum.

"Kami bertujuan untuk 
meningkatkan pendidikan 
mahasiswa Indonesia di 
Mesir. Untuk itu, kami men-
gundang institusi pendidi-
kan Mesir untuk berkunjung 
ke Indonesia dan mengi-
rimkan dosen serta tenaga 
pengajar," kata Prabowo.

Komitmen Mesir Perkuat 
Solidaritas

Pada kesempatan yang 
sama, Presiden El-Sisi mene-
gaskan kembali komitmen 

negaranya untuk memper-
kuat persahabatan dan soli-
daritas antara kedua bangsa. 
Ia menyebut kerja sama 
budaya dan pendidikan 
sebagai bagian integral dari 
hubungan panjang masya-
rakat Indonesia dan Mesir.

"Lebih lanjut, kami siap 
menyambut ribuan ma-
hasiswa Indonesia untuk 
belajar di Al-Azhar dan 
universitas-universitas lain 
di Mesir," tegas El-Sisi.

Kunjungan Presiden El-Si-
si ke Indonesia ini merupa-
kan bagian dari rangkaian 
lawatan kenegaraannya di 
Asia. Indonesia menjadi ne-
gara terakhir yang dikunjun-
gi setelah sebelumnya ia be-
rada di Korea Selatan pada 
6-9 Oktober dan Malaysia 
pada 9-10 Oktober 2026. 
Pesawat kepresidenan Me-
sir tiba di Pangkalan Udara 
Halim Perdanakusuma pada 
Sabtu (10/10), dikawal oleh 
formasi jet tempur Sukhoi 
Su-27/30 dan F-16 milik TNI 
AU saat memasuki wilayah 
udara Indonesia.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

DI tengah kepungan kabut asap akibat 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 
sejumlah kepala daerah justru memper-
tontonkan sikap yang jauh dari kepekaan. 
Ada yang bergurau, bersitegang dengan 
mahasiswa, mengaku kewalahan, bahkan 
bepergian ke luar negeri ketika rakyat ber-
gulat dengan asap.

Padahal, saat api membakar lahan dan 
udara mengancam kesehatan, masyarakat 
membutuhkan pemimpin yang hadir, be-
kerja, dan memahami penderitaan mereka. 
Bukan pemimpin yang menambah sesak 
dada rakyat dengan ucapan ataupun tinda-
kan kontroversial.

Sorotan tertuju kepada Gubernur Kali-
mantan Timur Rudy Mas’ud. Foto dirinya 
sedang sarapan di Marina Bay Sands, Sin-
gapura, beredar luas. Dugaan ia menonton 
balapan Formula Satu pun mencuat. Pemer-
intah Provinsi Kaltim membantah spekulasi 
itu dengan menjelaskan bahwa perjalanan 
tersebut untuk berobat dan telah mendapat 
izin Menteri Dalam Negeri.

Penjelasan tersebut patut dicatat. Namun, 
perjalanan yang sah secara administratif be-
lum tentu bijak secara politik dan etis. Ketika 
warga menghadapi ancaman infeksi saluran 
pernapasan akut akibat asap, sensitivitas se-
orang pemimpin tetap layak dipertanyakan.

Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agusti-
ar Sabran menyebut karhutla sebagai takdir. 
Ia juga melontarkan gurauan, “Bersatu kita 
teguh, bercerai kita kawin lagi.” Kelakar 
semacam itu terasa hambar, bahkan menya-
kitkan, ketika masyarakat sedang membu-
tuhkan keseriusan pemerintah.

Di Kalimantan Selatan, Gubernur Muhi-
din mengakui keterbatasan personel dan 
armada pemadam, lalu meminta maaf. Ke-
jujuran tersebut lebih baik daripada menu-
tup-nutupi persoalan. Namun, permintaan 
maaf mesti diikuti pengerahan bantuan, 
koordinasi dengan pusat, serta prioritas 
perlindungan bagi kawasan paling berisiko.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan 
Barat Ria Norsan justru beradu argumen 
dengan mahasiswa yang mempersoalkan 
kekurangan air dan logistik pemadaman. 
Pertanyaannya, “Apa mahasiswa bantu 
padamkan api?”, memperlihatkan respons 
defensif terhadap kritik yang semestinya 
didengar.

Karhutla bukan sekadar persoalan ling-
kungan. Ia merupakan ujian kepemimpinan, 
kesiapsiagaan, dan keberpihakan kepada 
keselamatan warga. Data yang disampaikan 
menunjukkan luas kebakaran mencapai 
639,23 hektare, dengan Kalimantan Tengah 
menyumbang 513,89 hektare.

Instruksi Menteri Dalam Negeri agar ke-
pala daerah melarang segala bentuk pemba-
karan lahan selama darurat karhutla harus 
diterjemahkan menjadi tindakan, bukan 
sekadar surat edaran. Pengawasan pembu-
kaan lahan, penegakan hukum, pengelolaan 
gambut, dan deteksi dini wajib diperkuat.

Pemimpin daerah tidak boleh berlindung 
di balik dalih takdir, keterbatasan, atau ke-
lengkapan izin perjalanan. Jabatan publik 
menuntut tanggung jawab yang lebih besar 
daripada sekadar memenuhi prosedur.

Rakyat tidak meminta kepala daerah 
memadamkan api seorang diri. Mereka 
meminta pemimpinnya tidak kehilangan 
empati, mampu menggerakkan seluruh 
sumber daya, dan hadir saat rakyat pa-
ling membutuhkan perlindungan. Sebab, 
yang lebih berbahaya daripada kabut asap 
ialah kepemimpinan yang kehilangan ke-
pekaan.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Rumah Subsidi Bergerak 
Cepat dari Target Menjadi 

Kunci Rumah Rakyat
PEMERINTAH terus mempercepat penyaluran 
rumah subsidi memperluas akses kepemilikan 
hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. Melalui penguatan pembiayaan, pe-
laksanaan akad massal, serta kolaborasi dengan 
perbankan dan pengembang, program peru-
mahan nasional diarahkan agar tidak berhenti 
pada pencapaian target administratif, tetapi 
benar-benar menghasilkan rumah yang dapat 
dimiliki dan ditempati masyarakat.

PERCEPATAN ter-
sebut terlihat dari 
real isasi  Kredit 
Pemilikan Rumah 

(KPR) subsidi melalui ske-
ma Fasilitas Likuiditas Pem-
biayaan Perumahan (FLPP). 
Berdasarkan data BP Tapera 
yang diberitakan Bisnis.com, 
hingga 9 Oktober 2026 pen-
yaluran mencapai 177.161 unit 
atau 50,62 persen dari target 
350.000 unit sepanjang tahun. 
Capaian tersebut mencakup 
177.140 rumah tapak dan 21 
rumah susun, sekaligus men-
unjukkan semakin luasnya 
akses pembiayaan perumahan 
bagi masyarakat.

Perkembangan terbaru 
menunjukkan penyaluran 
terus bertambah. BP Tapera 
mencatat realisasi FLPP men-
capai 179.268 unit dengan 
nilai pembiayaan Rp22,3 trili-
un per 12 Oktober 2026. Pen-
yaluran tersebut melibatkan 
39 bank, 22 asosiasi, dan 8.233 
pengembang di Indonesia. Pe-
ningkatan ini menjadi modal 
penting untuk memperkuat 
percepatan penyediaan huni-
an hingga akhir tahun.

Salah satu langkah konkret 
pemerintah diwujudkan me-
lalui penyelenggaraan akad 
massal KPR subsidi di Ka-
bupaten Batang, Jawa Tengah. 
Kegiatan yang dipusatkan 
di Perumahan Puri Delta 
City Side tersebut melibatkan 
puluhan ribu debitur dari 
berbagai provinsi, sekaligus 
memperlihatkan besarnya 
kebutuhan masyarakat ter-
hadap pembiayaan rumah 
yang terjangkau.

Komisioner BP Tapera Heru 
Pudyo Nugroho mengatakan 
penyelenggaraan akad mas-
sal merupakan bagian dari 
upaya memperluas jangkau-
an pembiayaan perumahan. 
Menurutnya, kegiatan terse-
but melanjutkan pelaksanaan 
akad serupa di Cileungsi dan 
Serang pada 2025, dengan 
cakupan penerima manfaat 
yang meningkat.

Pelaksanaan akad massal 
juga memperlihatkan bahwa 
program rumah subsidi men-
jangkau berbagai kelompok 
pekerjaan. Penerima manfaat 
mencakup pekerja swasta, 
guru, tenaga kesehatan, pen-

OLEH : DHITA KARUNIAWATI )*

Bullying Mengancam Generasi, 
Bagaimana Negara Mengatasi?

SEKOLAH seharusnya menjadi tempat paling 
aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan 
bertumbuh. Namun, kabar duka dari Pemalang, 
Jawa Tengah, kembali menampar nurani kita. 
Seorang siswa kelas 2 SD meninggal dunia sete-
lah diduga menjadi korban perundungan oleh 
kakak kelasnya. Kasus ini menambah panjang 
daftar bullying dan kekerasan di kalangan pela-
jar, dan yang paling miris, semua itu terjadi di 
lingkungan pendidikan.

ME N U R U T 
pemberitaan, 
korban sempat 
dirawat di ru-

mah sakit sebelum meninggal. 
Orang tuanya menuturkan 
bahwa anaknya berubah men-
jadi pendiam dan tidak berani 
bercerita tentang apa yang 
dialaminya. Polisi kini menye-
lidiki kasus tersebut. Terlepas 
dari proses hukum yang se-
dang berjalan, satu hal jelas: 
seorang anak berusia sekitar 
tujuh tahun tidak seharusnya 
berjuang sendirian menghadapi 
kekerasan di sekolahnya.

Data yang Terus Menanjak
Kasus Pemalang bukan peris-

tiwa tunggal. Data pemantauan 
Jaringan Pemantau Pendidikan 

OLEH : MAGVIRA, S.PD
Indonesia (JPPI) menunjukkan 
peningkatan jumlah kasus keke-
rasan di satuan pendidikan se-
lama periode 2020 hingga 2025.

Tahun	Jumlah Kasus
2020	 91
2021	 142
2022	 194
2023	 285
2024	 573
2025	 614

Dari 91 kasus pada 2020, 
angkanya melonjak menjadi 614 
kasus pada 2025. Kenaikan yang 
sangat tajam terlihat pada 2024, 
dari 285 menjadi 573 kasus. 
Secara keseluruhan, data mem-
perlihatkan tren kenaikan dari 
tahun ke tahun. Angka-angka 
ini bukan sekadar statistik, 
sebab di balik setiap angka ada 

gemudi ojek daring, pelaku 
usaha kecil, hingga masya-
rakat dengan penghasilan 
tidak tetap. Kondisi tersebut 
mempertegas pentingnya 
kebijakan pembiayaan yang 
inklusif agar kepemilikan 
rumah tidak hanya terbuka 
bagi pekerja formal.

Selain memperluas akses 
pembiayaan, pemerintah me-
nempatkan kualitas bangunan 
sebagai perhatian utama. Hal 
tersebut tercermin dalam 
kunjungan Heru ke Peruma-
han AFIKA Park Residence, 
Sulawesi Tenggara. Heru 
mengapresiasi kualitas huni-
an yang dinilai cukup baik, 
termasuk ketersediaan air 
bersih dan kemudahan akses 
menuju kawasan perumahan.

Keberhasilan program ru-
mah subsidi tidak cukup di-
ukur dari jumlah unit yang 
tersalurkan. Masyarakat juga 
membutuhkan hunian yang 
aman, nyaman, dan memi-
liki fasilitas dasar mema-
dai. Karena itu, pengembang 
didorong menjaga standar 
konstruksi sekaligus memas-
tikan lingkungan perumahan 
mendukung kehidupan peng-
huninya.

Manfaat program tersebut 
turut dirasakan Hakiman, se-
orang pekerja bengkel motor 
yang menjadi penerima KPR 
Sejahtera FLPP. Ia mengaku 
terbantu oleh kemudahan 
pembiayaan sehingga mampu 
memiliki rumah sendiri. Pen-
galamannya menunjukkan 
bahwa program subsidi dapat 
memberikan kesempatan 
kepemilikan hunian bagi pe-
kerja sektor informal yang 
sebelumnya menghadapi ke-
terbatasan akses pembiayaan.

Melalui FLPP, masyarakat 
yang memenuhi persyaratan 
dapat memperoleh fasilitas 
KPR dengan bunga tetap 
sebesar 5 persen dan uang 
muka mulai 1 persen. Skema 
ini menjadi instrumen penting 
untuk menjaga keterjangkau-
an cicilan sekaligus membe-
rikan kepastian pembayaran 
bagi keluarga berpenghasilan 
rendah.

Di tengah percepatan ter-
sebut, kalangan pengembang 
juga mendorong inovasi ke-
bijakan perumahan. Ketua 
Umum Himpunan Pengem-
bang Permukiman dan Peru-
mahan Rakyat (Himperra), 
Ari Tri Priyono, mengusulkan 
perluasan pilihan harga rum-
ah subsidi serta pengemban-
gan skema bunga KPR tetap 
selama 10 tahun pertama 
untuk segmen pembiayaan 
tertentu.

Ari menilai penyesuaian 
kebijakan diperlukan untuk 
menjawab tantangan daya 
beli, kenaikan biaya pem-
bangunan, serta kebutuhan 
hunian yang lebih dekat den-
gan pusat aktivitas ekonomi. 
Namun, berbagai usulan ter-
sebut masih memerlukan kaji-
an pemerintah agar perluasan 
pilihan rumah tetap sejalan 
dengan kemampuan finansial 
masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pe-
rumahan dan Kawasan Per-
mukiman Maruarar Sirait me-
nekankan pentingnya evalua-
si menyeluruh dan terobosan 
konkret untuk mempercepat 
realisasi FLPP. Dalam rapat 
evaluasi bersama BP Tapera, 
perbankan, dan pengembang, 
ia mendorong penyelesaian 
berbagai hambatan agar tar-

get penyaluran dapat dikejar 
secara optimal.

Percepatan penyaluran 
yang berjalan pesat kini didu-
kung oleh sistem pengawasan 
yang makin kuat guna me-
mastikan ketepatan sasaran 
dan kesiapan hunian. Calon 
pembeli mendapatkan akses 
informasi yang makin jelas 
serta transparan mengenai 
syarat penghasilan, rincian 
biaya, lokasi, hingga kualitas 
bangunan sejak awal. Sinergi 
yang kuat antara bank pen-
yalur dan pengembang juga 
terbukti sukses memangkas 
alur administrasi, sehingga 
proses bagi keluarga yang 
memenuhi ketentuan berjalan 
lebih cepat dan mudah. Lang-
kah ini memastikan setiap 
pembiayaan menghadirkan 
manfaat maksimal berupa 
rumah yang layak, aman, serta 
sesuai dengan kemampuan 
finansial penerima secara 
berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang se-
makin erat antara pemerintah, 
perbankan, dan pengembang, 
program rumah subsidi terus 
memberikan dampak positif 
yang nyata bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Ke-
berhasilan ini terwujud secara 
konkret dari banyaknya kelu-
arga Indonesia yang meraih 
kepastian tempat tinggal yang 
aman dan nyaman. Dari target 
pembangunan hingga proses 
penyerahan kunci, program 
rumah subsidi menjadi bukti 
nyata komitmen bersama 
dalam menghadirkan hunian 
yang layak, terjangkau, dan 
berkelanjutan bagi seluruh 
masyarakat. *) Penulis adalah 
Kontributor Lembaga Studi In-
formasi Strategis Indonesia

Pemimpin 
Daerah 

Defisit Empati

anak yang terluka, orang tua 
yang cemas, dan masa depan 
yang terancam.

Buah Sistem Sekuler Kapitalistik
Maraknya perundungan di 

sekolah tidak bisa dilepaskan 
dari sistem yang menaungi du-
nia pendidikan hari ini. Sistem 
sekuler kapitalistik telah gagal 
mewujudkan pendidikan yang 
mampu melahirkan generasi 
berkualitas. Pendidikan dalam 
sistem ini cenderung diarahkan 
pada capaian nilai, keterampi-
lan kerja, dan kebutuhan pasar, 
bukan pada pembentukan ke-
pribadian yang luhur. Agama 
dipinggirkan dari kehidupan, 
sehingga anak tumbuh tanpa 
landasan yang kokoh tentang 
halal-haram, tanggung jawab, 
dan rasa takut kepada Allah.

Pada saat yang sama, anak 
dikepung oleh tontonan dan 
budaya kekerasan di media dan 
lingkungan sosial, sementara 
keluarga kerap terhimpit beban 
ekonomi sehingga pengasuhan 
terabaikan. Sekolah pun tidak 
mampu menjadi benteng ka-
rena orientasi pendidikannya 
sendiri tidak jelas.

Negara yang Abai
Negara sebagai pihak yang 

paling bertanggung jawab juga 
terkesan abai dan tidak serius 
menangani bullying. Buktinya, 

kasus terus meningkat dari 
tahun ke tahun di lingkungan 
pendidikan. Penanganan yang 
ada cenderung reaktif: ramai ke-
tika ada korban jiwa, lalu senyap 
setelah pemberitaan mereda. 
Padahal, pencegahan, penga-
wasan, dan sanksi yang tegas 
semestinya berjalan terus-me-
nerus, bukan menunggu viral.

Islam Menawarkan Solusi 
Menyeluruh

Islam mempunyai seperang-
kat aturan yang komprehensif 
dalam mewujudkan generasi 
yang berkualitas, yaitu dengan 
penerapan sistem pendidikan 
Islam berbasis akidah Islam. 
Tujuan pendidikan dalam Islam 
adalah membentuk manusia 
bersyakhsiyah Islam, yakni 
pola pikir dan pola sikapnya 
sesuai dengan Islam. Anak 
diajarkan bahwa menyakiti 
sesama adalah dosa yang kelak 
dimintai pertanggungjawaban, 
sehingga kebaikan lahir dari 
kesadaran, bukan sekadar takut 
pada hukuman.

Dalam sistem ini, negara 
bertanggung jawab penuh atas 
keberlangsungan pendidikan. 
Negara menyediakan fasilitas 
pendidikan yang memadai, 
menyiapkan guru yang kom-
peten dan berakhlak, serta 
menetapkan kurikulum yang 
mampu melahirkan generasi 

bersyakhsiyah Islam. Negara 
tidak menyerahkan pendidikan 
pada mekanisme pasar, sehing-
ga pendidikan bermutu dapat 
diakses semua anak.

Selain itu, terdapat sinergi 
tiga pilar. Keluarga menjadi 
madrasah pertama yang me-
nanamkan akidah dan akhlak. 
Masyarakat melakukan kontrol 
sosial melalui amar makruf nahi 
mungkar, sehingga kezaliman 
tidak dibiarkan. Negara mene-
rapkan aturan yang tegas bagi 
pelaku perundungan, dengan 
sanksi yang adil dan menjerakan 
sesuai syariat, serta tetap mem-
perhatikan kondisi pelaku yang 
masih anak-anak sebelum balig.

Penutup
Bullying yang menelan kor-

ban jiwa adalah alarm keras 
bahwa ada yang salah dengan 
cara kita mendidik generasi. 
Menyalahkan anak, guru, atau 
orang tua semata tidak akan 
menyelesaikan masalah selama 
sistem yang melahirkan per-
soalan ini tetap dipertahankan. 
Sudah saatnya kita mengambil 
solusi yang menyeluruh, yai-
tu sistem pendidikan Islam 
yang ditopang peran keluarga, 
masyarakat, dan negara, agar 
sekolah benar-benar menjadi 
tempat yang aman dan melahir-
kan generasi mulia.**Penulis: 
Praktisi Pendidikan



KAMIS, 15 OKTOBER 20266 EKONOMI & BISNIS
SULTENG RAYA

SULTENG RAYA – Mo-
mentum Bulan Inklusi Keu-
angan pada Oktober 2026 
menjadi pengingat penting-
nya memperluas akses lay-
anan keuangan yang merata 
dan mudah dijangkau oleh 
seluruh lapisan masyarakat.

 Tidak hanya menjadi 
perpanjangan layanan per-
bankan hingga ke pelosok 
desa, BRILink Agen juga 
turut berkontribusi dalam 
meningkatkan literasi keu-
angan dan mendorong pe-
manfaatan layanan digital 
di tengah masyarakat.

Tercatat, hingga akhir 
September 2026, BRI telah 
memiliki jaringan sebanyak 
1,06 juta BRILink Agen yang 
menjangkau lebih dari 60 
ribu desa atau sekitar 80% 
desa di Indonesia. Luasnya 
jaringan tersebut turut 
diiringi dengan aktivitas 
transaksi yang mencapai 
sekitar 750 juta transaksi, 
dengan volume transak-
si (sales volume) sebesar 
Rp1.270 triliun.

Di balik besarnya akti-
vitas transaksi tersebut, 
kehadiran BRILink Agen 
membawa manfaat nyata 
bagi masyarakat, terutama 
di wilayah yang memiliki 
keterbatasan akses layanan 
perbankan. Mulai dari mem-
bayar tagihan listrik, air, 
BPJS Kesehatan, telepon, 
membeli pulsa, hingga me-
lunasi cicilan, seluruhnya 
dapat dilakukan melalui 
agen terdekat. 

Tak berhenti di sana, 
BRILink Agen juga mem-
buka akses terhadap lay-
anan keuangan yang lebih 
luas, seperti referral pem-
bukaan rekening tabungan 
dan pengajuan pinjaman, 
asuransi mikro, tarik tunai 
dari kiriman uang luar ne-
geri, hingga pembelian tiket 
moda transportasi seperti 
tiket bus, shuttle, kereta dan 
penyeberangan mengguna-
kan kapal.

Di sisi lain, kehadiran 
BRILink Agen turut mem-
buka peluang ekonomi 
bagi masyarakat setempat. 
Melalui kemitraan dengan 
BRI, pemilik warung dan 
pelaku usaha lokal dapat 
memperoleh tambahan 
penghasilan dari layanan 
transaksi perbankan, se-
kaligus mengembangkan 
usahanya menjadi lebih 
produktif dan berkontribusi 
terhadap aktivitas ekonomi 
di lingkungan sekitar.

Peluang pertumbuhan 
usaha ini terus diperkuat 
melalui upaya BRI dalam 

inklusi keuangan juga dapat 
menciptakan peluang eko-
nomi yang lebih besar,” ujar 
Akhmad.

Besarnya manfaat yang 
dihadirkan bagi masyarakat 
juga berjalan beriringan den-
gan kontribusi terhadap bis-
nis perseroan. Hingga akhir 
September 2026, aktivitas 
BRILink Agen telah meng-
hasilkan fee-based income 
sebesar Rp1,3 triliun serta 
mendukung penghimpunan 

dana murah atau Current 
Account Savings Account 
(CASA) sebesar Rp32 triliun. 

“Kinerja bisnis yang posi-
tif ini kian memperlihatkan 
bahwa penguatan jaringan 
keuangan di tingkat desa ti-
dak hanya membantu meng-
gerakkan transaksi masy-
arakat, tetapi juga menjadi 
bagian penting dalam mem-
perkuat bisnis BRI yang ber-
basis ekonomi kerakyatan,” 
tutup Akhmad. RHT

FOTO bersama pada penandatanganan MoU dan Business Matching antara Koperasi Karya Ber-
sama, BPJS Ketenagakerjaan, PNM, dan PT Pegadaian untuk pengembangan ekonomi daerah 
(PED) komoditi kakao di Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Selasa 
(13/10/2026). FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

meningkatkan kapasitas dan 
produktivitas para agen, 
sehingga mereka dapat naik 
kelas ke kategori Jawara dan 
Juragan, yakni tingkatan 
agen dengan fee based in-
come tertinggi. Per Sep-
tember 2026, sebanyak 59 
ribu BRILink Agen tercatat 
berada pada kedua kategori 
tersebut. Perkembangan 
ini memperlihatkan bahwa 
kemitraan BRILink Agen 
tidak hanya menjadi sum-
ber pendapatan tambahan, 
tetapi juga membuka ke-
sempatan bagi pelaku usaha 
lokal untuk memperbesar 
skala bisnis dan memper-
kuat ketahanan ekonomi.

Direktur Micro BRI Ak-
hmad Purwakajaya men-
gatakan bahwa kekuatan 
BRILink Agen bukan ha-
nya terletak pada luasnya 
jaringan, melainkan juga 
pada kedekatan para agen 
dengan masyarakat. Melalui 
hubungan yang terbangun 
sehari-hari, BRILink Agen 
turut menjadi jembatan bagi 
masyarakat untuk mengenal 
layanan keuangan formal 
dan semakin terbiasa me-
manfaatkan transaksi digital.

“BRILink Agen bukan 
sekadar mitra transaksi per-
bankan. Di banyak daer-
ah, mereka menjadi pihak 
yang membantu masya-
rakat mengakses layanan 
keuangan, memahami cara 
bertransaksi, sekaligus me-
menuhi kebutuhan seha-
ri-hari. Kami ingin para 
agen terus tumbuh bersama 
masyarakat yang mereka 
layani, sehingga manfaat 

SULTENG RAYA – Kinerja 
industri perbankan di Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menunjukkan per-
tumbuhan positif. Seluruh indikator 
utama perbankan, mulai dari aset, 
dana pihak ketiga (DPK), hingga 
penyaluran kredit, tumbuh dua 
digit secara tahunan (year-on-year/
yoy) per Juli 2026.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Sulawesi Tengah, Bonny 
Hardi Putra, mengatakan, per-
tumbuhan tersebut mencerminkan 
perkembangan kinerja perbankan 
di daerah.

Hal itu disampaikan Bonny 
dalam kegiatan Journalist Update 
Triwulan III yang dilaksanakan di 
Tentena, Selasa (14/10/2026).

Berdasarkan data OJK, total aset 
perbankan di Sulteng mencapai 
Rp92,04 triliun pada Juli 2026, 
tumbuh 19,55 persen dibanding-
kan periode yang sama tahun 
sebelumnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga 
(DPK) tercatat sebesar Rp43,15 trili-
un atau tumbuh 11,24 persen secara 
tahunan. Adapun penyaluran kredit 
mencapai Rp67,91 triliun, mening-
kat 18,06 persen dibandingkan Juli 
2025.

Meski menunjukkan pertum-
buhan yang kuat, OJK mencatat 
masih terdapat tantangan dalam 
penyaluran pembiayaan kepada 
sektor usaha mikro, kecil, dan me-
nengah (UMKM).

“Semua indikator tumbuh, kita 
ambil year-on-year. Namun, kalau 
kita melihat kredit UMKM, ini ti-
dak berkembang, hanya kontraksi 
0,60 persen Juni 2026 terhadap Juli 
2026,” kata Bonny.

Di sisi lain, rasio kredit terhadap 
simpanan atau loan to deposit ratio 
(LDR) perbankan di Sulteng tercatat 
sebesar 157,37 persen per Juli 2026. 
Sementara itu, rasio kredit bermasa-
lah atau non-performing loan (NPL) 
berada pada level 1,89 persen.

OJK juga mencatat penyaluran 
kredit perbankan masih terkon-
sentrasi di sejumlah daerah. Ber-
dasarkan data baki debet, Kota 
Palu memiliki porsi terbesar, yakni 
41 persen.

Kabupaten Banggai menyusul 
dengan porsi 31,68 persen, kemu-
dian Kabupaten Parigi Moutong 
sebesar 6,65 persen, Kabupaten 
Poso 4,68 persen, dan Kabupaten 
Tolitoli 4,21 persen.

Dominasi Kota Palu dan Kabupa-
ten Banggai tersebut menunjukkan 
besarnya porsi pembiayaan per-
bankan yang tersalurkan di kedua 
wilayah itu dibandingkan daerah 
lainnya.

Di tengah pertumbuhan aset dan 
kredit yang kuat, perkembangan 
kredit UMKM menjadi salah satu 
aspek yang perlu mendapat perha-
tian agar pertumbuhan pembiayaan 
dapat menjangkau lebih luas pelaku 
usaha di Sulteng. RHT

Semua Indikator 
Perbankan di 

Sulteng Tumbuh 
Double Digit

OJK Jembatani Petani Kakao Pamona Selatan 
Go Ekspor, Raih Pembiayaan, dan Jaminan Sosial

KEPALA OJK Sulteng, Bonny Hardi Putra (kiri). FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA - Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) 
Sulawesi Tengah dan Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) 
Poso menginisiasi penanda-
tanganan MoU dan Busi-
ness Matching antara Ko-
perasi Karya Bersama, BPJS 

Ketenagakerjaan, PNM, 
dan PT Pegadaian untuk 
pengembangan ekonomi 
daerah (PED) komoditi 
kakao di Desa Pandayora, 
Kecamatan Pamona Selatan, 
Kabupaten Poso, Selasa 
(13/10/2026). 

Pada kesempatan itu, Wa-
kil Bupati Poso - Soeharto 
Kandar, hadir langsung un-
tuk membersamai momen-
tum menaikkan kelas kelas 
petani kakao di desa itu. 

Petani yang hadir pada 
kesempatan itu diberi edu-

1,06 Juta BRILink Agen Jadi Pahlawan 
Literasi dan Inklusi hingga Pelosok Negeri

kasi seputar jaminan sosi-
al, investasi, dan finansial 
dari Industri Jasa Keuangan 
(IJK).

Kepala OJK Sulteng, Bon-
ny Hardi Putra menyampai-
kan, setahunan terakhir ini, 
OJK intens menyambangi 
Desa Pandayora. Literasi 
keuangan intens digalakkan 
kepada petani agar lebih 
melek pengaturan financial 
dan mendapatkan akses 
terhadap jaminan sosial. 

”Kami disini edukasi lagi, 
lagi, dan lagi. Ini jadi program 
pendalaman dari program se-
belumnya. Dari (petani) yang 
kurang paham, menjadi lebih 
paham. Dari yang kurang 
tahu terhadap akses pembia-
yaan, menjadi tahu - ada akses 
pembiayaan, investasi, dan ja-
minan sosial kami hadirkan,” 
kata Bonny saat menyampai-
kan sambutan. 

OJK, kata Bonny, mengin-
ginkan ekosistem yang di-

bangun di Desa Pandayora, 
menjadi percontohan untuk 
diadopsi di Sulteng - di 
mana eksosistem financial 
dan kesejahteraan petani 
berjalan beriringan bahkan 
berkembang. 

 “Kita inginkan itu. Sus-
tainable. OJK datang ke 
sini, tidak datang sekali, 
terus lupa. Kami dampingi 
sampai jadi,” tambah Bonny. 

Hal senada juga diung-
kapkan Deputi Direktur 
Direktorat Pengembangan 
PVML OJK, Ario. Dia men-
gapresiasi gerakan yang 
dibangun di Pamona Selatan 
tersebut.

”Kami apresiasi apa yang 
dilakukan Pemkab Poso, OJK, 
dan Koperasi Karya Bersama 
ini dalam membangun ke-
sejahteraan petani kakao di 
sini. Saya melihat potensinya 
besar di sini,” kata Ario. 

Sementata itu,  Wakil 
Bupati Poso, Soeharto Kan-

dar memastikan untuk terus 
mendampingi gagasan besar 
dari OJK Sulteng di Desa 
Pandayora ini. 

”Jadi, teman-teman pe-
tani, upayakan, kakao nya 
dijaga mutunya, organik. 
Tentunya dijual kepada ko-
perasi Karya Bersama ini,” 
ungkap Wabup. 

Selanjutnya, Ketua Ko-
perasi Karya Bersama, Ber-
nart Ranonto mengatakan, 
kesepakatan ekspor dengan 
Valrhona telah terjalin untuk 
kedua kalinya dengan kuan-
tum ekspor yang meningkat 
tajam dibanding tahun sebe-
lumnya. Saat ini, kata dia, 
pihaknya harus memenuhi 
12,5 ton permintaan kakao 
fermentasi dari sebelumnya 
hanya dua ton yang akan 
diambil oleh perusahaan 
asal Prancis itu. 

”Ini semua adalah kabar 
baik untuk petani di Pa-
mona Selatan bahwa kakao 

fermentasi yang kami olah 
yang berasal dari mereka, 
kini makin membuka pel-
uang kesejahteraan. Kami 
harap ini jadi momentum 
meningkatkan produkti-
vitas, kualitas, dan nilai 
tambah bagi petani,” ucap 
Bernart.

Sancie Castan, Cacao 
Resources in Valrhona 
menyampaikan sinergi 
dengan Koperasi Karya 
Bersama benar-benar di-
bangun dari bawah. Kini, 
permintaan itu makin me-
ningkat dan memberikan 
nilai tambah bagi kakao 
petani di Desa Pandayora, 
Pamona Selatan. 

Pada kesempatan itu, San-
cie membawa produk coke-
lat Valrhona hasil dari bahan 
baku biji kakao fermentasi 
Pamona Selatan yang kemu-
dian dicicipi para pejabat, 
dan peserta yang hadir di 
lokasi itu. RHT

ILUSTRASI. FOTO: DOK. BRI
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kesempatan untuk mem-
perkenalkan karakter kopi 
Toraja kepada pasar yang 
lebih luas sekaligus mem-
buka peluang kerja sama 
komersial.

“Kopi Toraja memiliki 
karakter dan potensi yang 
patut diperkenalkan kepa-
da lebih banyak penikmat 
kopi. Melalui Trade Expo 
Indonesia, kami berke-
sempatan menampilkan 
produk secara langsung 
kepada calon pembeli, 

mengenali kebutuhan pa-
sar, dan menjajaki peluang 
kerja sama. Pendampingan 
Pertamina juga memban-
tu kami mempersiapkan 
produk agar lebih siap 
bersaing,” ungkap Arni.

Program pendampin-
gan Kandora Coffee turut 
mendukung pencapaian 
Sustainable Development 
Goals (SDGs), khususnya 
SDG 8: Pekerjaan Layak 
dan Pertumbuhan Eko-
nomi, melalui penguatan 

kapasitas dan peluang pen-
gembangan usaha UMKM; 
SDG 9: Industri, Inovasi, 
dan Infrastruktur, melal-
ui peningkatan kesiapan 
produksi, kualitas, serta 
daya saing produk; dan 
SDG 17: Kemitraan untuk 
Mencapai Tujuan, melal-
ui pembukaan akses jeja-
ring usaha dan penjajakan 
kemitraan dengan calon 
pembeli internasional. Du-
kungan ini menjadi bagian 
dari komitmen Pertamina 

untuk mendorong pertum-
buhan usaha lokal agar 
semakin kompetitif dan 
mampu memberikan nilai 
tambah bagi perekonomi-
an daerah.

Melalui partisipasi di TEI 
2026, Kandora Coffee diha-
rapkan dapat memperluas 
jaringan pemasaran, mem-
peroleh peluang kemitraan 
baru, serta meningkatkan 
pemahaman terhadap ke-
butuhan dan standar pasar 
internasional. WAN

paikan bahwa pemerin-
tah daerah menerima hasil 
penyesuaian evaluasi Gu-
bernur sebagaimana di-
laporkan Badan Anggaran 
DPRD.

Hasil penyesuaian terse-
but menjadi dasar untuk 
ditindaklanjuti dalam pe-
laksanaan Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2026 sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah me-
negaskan, pelaksanaan 
anggaran perubahan harus 
mengutamakan pelayanan 
masyarakat dan prioritas 
pembangunan daerah, den-

gan menerapkan prinsip 
efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas.

“Pembahasan terhadap 
Rancangan Perubahan 
APBD tahun 2026 ini me-
rupakan bagian penting 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Tidak hanya berkaitan 
dengan penyesuaian ang-
ka-angka dalam dokumen 
anggaran, tetapi juga me-
rupakan upaya kita ber-
sama untuk memastikan 
pengelolaan anggaran pe-
rubahan benar-benar difo-
kuskan kepada pelayanan 

masyarakat dan prioritas 
pembangunan daerah,” 
ujar Abdul Sahid.

A b d u l  S a h i d  j u g a 
menyatakan bahwa kemam-
puan keuangan daerah pada 
tahun 2026 masih jauh dari 
kata ideal untuk memaksi-
malkan pelayanan kepada 
masyarakat. Dengan luas 
wilayah dan jumlah pen-
duduk yang cukup besar, 
tantangan pembangunan di 
Kabupaten Parigi Moutong 
sangat membutuhkan siner-
gitas dari semua pihak.

“Penyelenggaraan peme-
rintahan harus terlaksana 

dengan prinsip efisiensi, 
transparansi, akuntabilitas, 
serta berdasar pada skala 
prioritas,” tegasnya.

A b d u l  S a h i d  j u g a 
menyampaikan apresiasi ke-
pada pimpinan dan seluruh 
anggota DPRD, khususnya 
Badan Anggaran, atas pem-
bahasan dan kesepakatan 
terkait penyesuaian hasil 
evaluasi tersebut.

Sidang Paripurna Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 
2026–2027 itu dihadiri pim-
pinan dan anggota DPRD 
serta kepala organisasi pe-
rangkat daerah (OPD). AJI

(13/10/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan 

setiap pesantren berbeda-be-
da. Ada yang membutuh-
kan peningkatan kualitas 
tenaga pendidik, perbaikan 
sarana dan prasarana, serta 
dukungan kegiatan belajar 
mengajar. Ada pula yang 
membutuhkan pelatihan 
keterampilan bagi santri dan 
bantuan untuk mengem-
bangkan usaha ekonomi.

Karena itu, Safri menilai 
Pergub harus mengatur 
mekanisme pemberian fasi-
litasi secara transparan, ber-
dasarkan kebutuhan nyata, 
dan memiliki skala prioritas 
yang jelas.

Dengan begitu, dukungan 
pemerintah tidak sekadar 
menjadi program di atas ker-
tas, tetapi benar-benar men-
jawab kebutuhan pesantren.

“Jangan sampai aturannya 
sudah ada, tetapi pelaksa-

naannya belum dirasakan. 
Pesantren membutuhkan 
dukungan yang sesuai den-
gan kondisi masing-masing, 
sehingga manfaatnya bisa 
langsung dirasakan oleh 
santri dan masyarakat,” 
tegasnya.

Safr i  menambahkan, 
peran pesantren tidak hanya 
terbatas pada pendidikan 
agama. Pesantren juga me-
miliki potensi besar dalam 
membangun kemandirian 
ekonomi, meningkatkan ke-
terampilan santri, mengem-
bangkan usaha produktif, 
dan memperkuat kehidupan 
sosial masyarakat.

Menurutnya, dukungan 
terhadap pesantren harus 
mencakup pengembangan 
sumber daya manusia seka-
ligus pemberdayaan ekono-
mi. Dengan demikian, santri 
tidak hanya memiliki bekal 
ilmu agama, tetapi juga kete-

rampilan untuk menghadapi 
tantangan masa depan.

Safri berharap semangat 
program BERANI yang 
digagas Gubernur Anwar 
Hafid juga memberi ruang 
bagi penguatan pesantren 
di Sulawesi Tengah.

Ia menilai, pembangunan 
daerah harus menyentuh 
seluruh lapisan masyarakat, 
termasuk pesantren yang 
selama ini berperan dalam 
pendidikan, pembentukan 
karakter, dan pemberda-
yaan masyarakat.

“Pesantren merupakan 
bagian penting dari pem-
bangunan daerah. Karena 
itu, perlu ada dukungan 
yang terencana dan berke-
lanjutan agar pesantren bisa 
terus meningkatkan kua-
litas pendidikan sekaligus 
mengembangkan potensi 
ekonominya,” katanya.

Menjelang peringatan 

Hari Santri Nasional pada 
22 Oktober mendatang, 
Safri mengingatkan bahwa 
momentum tersebut se-
harusnya tidak hanya diisi 
dengan kegiatan seremo-
nial. Hari Santri juga perlu 
menjadi pengingat bagi 
pemerintah untuk mem-
perkuat perhatian terhadap 
kebutuhan dan masa depan 
pesantren.

Ia berharap Gubernur 
Sulawesi Tengah segera 
menerbitkan Pergub terse-
but sehingga pelaksanaan 
Perda Nomor 8 Tahun 2022 
memiliki pedoman yang 
jelas.

“Menjelang Hari Santri, 
kita berharap ada langkah 
nyata untuk mendukung 
kemajuan pesantren. Per-
gub ini penting agar fasilita-
si dapat berjalan transparan, 
tepat sasaran, dan berkelan-
jutan,” pungkasnya. WAN

Dari pemantauan DLH 
selama dua hari terakhir, 
indeks kualitas udara di Mo-
rowali melesat dari angka 
100-an hingga menyentuh 
angka 208, yang tergolong 
dalam kategori sangat tidak 
sehat dan membahayakan 
jika beraktivitas di luar ru-
mah.

“Kebijakan pengalihan 
pembelajaran daring berlaku 
untuk seluruh jenjang pendi-
dikan mulai dari TK/PAUD, 

SD, SMP, hingga SMA/SMK 
sederajat yang berada di 
tujuh kecamatan terdampak 
kabut asap,” ujarnya.

Adapun tujuh kecamatan 
tersebut meliputi Kecamatan 
Bungku Tengah, Bungku 
Timur, Bahodopi, Bungku 
Pesisir, Bungku Barat, Bumi 
Raya, dan Witaponda.

Mekanisme pembelaja-
ran, kata dia, pihak sekolah 
mengombinasikan sistem 
daring dan pemberian tugas 

mandiri oleh guru, supa-
ya proses belajar mengajar 
tetap berjalan efektif meski 
siswa berada di rumah.

Kebijakan belajar dari ru-
mah mulai diterapkan secara 
efektif pada Rabu (14/10) 
hingga batas waktu yang be-
lum ditentukan, menyesuai-
kan perkembangan kondisi 
udara di wilayah tersebut.

“Sepanjang belum ada 
laporan kondisi udara mem-
baik, maka pembelajaran 

tetap menggunakan sistem 
daring,” ucapnya.

Ia juga meminta orang 
tua/wali murid ikut me-
mantau proses pembelajaran 
siswa di rumah, guna meng-
hindari aktivitas mereka di 
luar ruangan supaya tetap 
fokus belajar.

“Selain pengawasan oleh 
guru, orang tua/wali murid 
juga perlu berperan aktif 
selama kebijakan itu diterap-
kan,” tutur Arifin. ANT

kan usaha secara berkelan-
jutan,” kata Wakil Bupati 
Poso Soeharto Kandar di 
Poso, Rabu.

Pemkab Poso telah me-
laksanakan penandatan-
ganan nota kesepahaman 
atau MoU bersama PT 
Pegadaian (Persero), PT 
Permodalan Nasional Ma-
dani (Persero), BPJS Kete-
nagakerjaan, dan Kopera-
si Karya Bersama untuk 
pengembangan ekonomi 
daerah.

Wabup mengatakan kerja 
sama dengan PT Pegadai-
an dan PT Permodalan 
Nasional Madani diharap-
kan dapat membuka akses 
pembiayaan yang lebih luas 
bagi petani dan pelaku usa-
ha produktif sesuai dengan 
ketentuan, persyaratan, 
serta skema pembiayaan 
yang berlaku.

Menurut dia, permo-
dalan merupakan salah 
satu faktor penting dalam 

pengembangan usaha per-
tanian. Namun  pembia-
yaan perlu dimanfaatkan 
secara produktif, terukur, 
dan bertanggung jawab 
agar dapat mendukung 
keberlanjutan usaha petani.

Ia mengatakan petani 
juga perlu mendapatkan 
pendampingan dalam 
menghitung biaya produk-
si, memperkirakan hasil 
usaha, mengelola arus kas, 
serta memenuhi kewajiban 
pembiayaan sesuai dengan 
perjanjian.

Kerja sama tersebut men-
cakup upaya memperluas 
akses petani terhadap pro-
gram jaminan sosial kete-
nagakerjaan melalui BPJS 
Ketenagakerjaan.

Menurut Soeharto, perl-
indungan tersebut penting 
agar petani memperoleh 
perlindungan ketika meng-
hadapi risiko pekerjaan 
yang dijamin dalam pro-
gram kepesertaan.

Ia juga meminta perang-
kat daerah terkait men-
gawal pelaksanaan kerja 
sama, mulai dari pendataan 
calon penerima manfaat, 
pemetaan potensi komodi-
tas dan kebutuhan petani, 
fasilitasi kelompok tani, 
hingga pemantauan hasil 
pelaksanaannya.

Ia berharap koordinasi 
secara berkala bersama 
seluruh mitra dapat dilaku-
kan untuk mengidentifikasi 
hambatan, mengevaluasi 
capaian, dan merumuskan 
langkah perbaikan agar 
kerja sama tersebut mem-
berikan manfaat nyata bagi 
masyarakat.

Ia menambahkan kola-
borasi tersebut diharapkan 
membuat pengembangan 
sektor pertanian berjalan 
lebih terintegrasi, mulai 
dari pembiayaan, proses 
produksi, pendampingan, 
pemasaran, hingga perlin-
dungan bagi petani. ANT

Plt. Kepala Dinas Pe-
ternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Parigi 
Moutong, I Wayan Gede 
Purna, mengatakan renca-
na investasi tersebut telah 
dipaparkan melalui forum 
Investment Project to Offer 
(IPRO) yang melibatkan 
pemerintah daerah, ke-
menterian terkait, dan Bank 
Indonesia.

Menurutnya, proyek pe-
ternakan sapi perah terin-
tegrasi yang ditawarkan 
Pemkab Parigi Moutong 
berhasil masuk enam besar 
proyek yang lolos tahap 
kurasi. Capaian tersebut 
membuka kesempatan 
bagi pemerintah daerah 
untuk mempresentasikan 
potensi investasi itu kepa-
da calon investor.

“Pada tahap awal, pen-
gembangan direncanakan 
melalui pembangunan pe-
ternakan percontohan selu-
as kurang lebih empat hek-
tare di antara lokasi yang 
kami usulkan,” ujarnya, 
Rabu (14/10/2026).

Pembangunan peter-
nakan percontohan terse-
but direncanakan menja-
di langkah awal sebelum 
pengembangan dilakukan 
dalam skala lebih besar. 
Meski demikian, realisasi 
proyek tetap bergantung 

pada kesesuaian lahan 
serta pemenuhan persy-
aratan teknis yang dibu-
tuhkan untuk mendukung 
kegiatan peternakan sapi 
perah.

Purna menambahkan, 
sebagai langkah antisipasi, 
pemerintah daerah juga 
menyiapkan lokasi alterna-
tif di Kecamatan Lambunu 
dengan luas sekitar 16.000 
hektare. Lokasi tersebut 
dapat menjadi pilihan apa-
bila lahan yang diusulkan 
di wilayah selatan tidak 
memenuhi persyaratan 
pengembangan.

Di luar kesiapan lahan, 
potensi pasar menjadi sa-
lah satu aspek yang diper-
hitungkan dalam mena-
warkan proyek tersebut ke-
pada investor. Pemerintah 
daerah melihat kebutuhan 
produk susu, termasuk 
untuk mendukung pe-
menuhan gizi masyara-
kat, sebagai peluang yang 
dapat dikembangkan sei-
ring dengan pertumbuhan 
usaha peternakan.

Salah satu peluang yang 
disasar ialah kebutuhan 
susu dalam mendukung 
pelaksanaan program Ma-
kan Bergizi Gratis (MBG). 
Saat ini, Parigi Moutong 
memiliki 18 Satuan Pela-
yanan Pemenuhan Gizi 

(SPPG) yang menjadi ba-
gian dari pelaksanaan pro-
gram tersebut.

Keberadaan unit pela-
yanan itu menjadi salah 
satu aspek dalam peme-
taan potensi kebutuhan 
produk susu di daerah. 
Namun, kebutuhan pasar 
tetap perlu dikaji lebih 
lanjut dan disesuaikan 
dengan kapasitas produksi 
agar pengembangan usaha 
dapat berjalan secara ber-
kelanjutan.

“Selain kesiapan lahan, 
Pemkab Parigi Moutong 
juga mempertimbangkan 
potensi pasar susu sebagai 
salah satu faktor pendu-
kung investasi. Ketersedi-
aan pasar dinilai penting 
untuk memastikan hasil 
produksi peternakan me-
miliki peluang penyera-
pan yang berkelanjutan,” 
terangnya.

Melalui penawaran pro-
yek IPRO, Pemkab Parigi 
Moutong berharap dapat 
menarik investor untuk 
merealisasikan rencana ter-
sebut. Tahapan selanjutnya 
akan ditentukan oleh ke-
siapan lahan, pemenuhan 
aspek teknis, serta kepas-
tian pasar yang menjadi 
fondasi bagi keberlanjutan 
usaha peternakan sapi per-
ah di daerah. AJI

SULTENG RAYA - Men-
jelang pertandingan Timnas 
Futsal Indonesia melawan 
Brasil, pelatih kepala Hector 
Souto  tegas menyatakan 
tidak memusingkan hasil 
akhir.

Tim futsal Garuda akan 
menantang Brasil dalam 
ajang Copa das Nacoes 
de Futsal 2026 di Max Ro-
senmann Arena, São Jose 
dos Pinhais, Brasil, Jumat 
(16/10) pukul 05.00 WIB.

“Musim 2026/2027 adalah 
musim di mana kami berin-
vestasi untuk bertanding 
melawan lawan-lawan yang 
jelas lebih kuat daripada 
kami. Sebagai pelatih kepa-
la, saya tidak terlalu memu-
singkan hasil akhir,” kata 
Hector Souto dalam rilis 
resmi, Selasa (13/10).

“Maksud saya, saya tidak 
takut apabila papan skor 
menunjukkan skor yang 
mencolok dan sebagainya. 
Saya tidak terlalu memedu-
likan hal itu. Yang saya pe-
dulikan adalah para pemain 
kami bisa merasakan sendiri 

situasi nyata menghadapi 
para pemain terbaik di du-
nia,” sambungnya.

Souto terbilang konsisten 
dalam melempar komentar 
soal situasi yang ada di 
depan mata. Realitanya, 
kualitas Brasil memang jauh 
di atas Indonesia.

Dalam papan ranking 
futsal FIFA, tim Samba me-
nempati posisi teratas. Brasil 
juga kukuh sebagai tim pe-
raih gelar Piala Dunia Futsal 
terbanyak (6 trofi).

Walaupun begitu, ucapan 
Souto juga jangan salah 
diartikan. Khawatirnya, ba-
nyak pihak menganggap 
Indonesia kalah sebelum 
berperang. Itu jelas keliru.

“Melawan Brasil tentu 
menjadi sebuah tantangan 
besar. Kita semua tahu ba-
gaimana reputasi Brasil di 
dunia. Jadi, kita semua tahu 
bagaimana hasil pertandin-
gannya nanti bisa terjadi. 
Namun, saya tidak terlalu 
khawatir mengenai hasil 
akhir.”

“Hal yang lebih saya per-

hatikan adalah bagaimana 
kami bisa memberikan in-
spirasi bagi generasi masa 
depan futsal Indonesia. 
Saya berharap para pelatih, 
pemain, dan suporter Indo-
nesia bisa merasa bangga 
terhadap kami, karena ten-
tu saja tantangan ini san-
gat sangat besar. Namun, 

kami akan berusaha sebaik 
mungkin,” tukas Souto.

Keikutsertaan Timnas 
Futsal Indonesia dalam 
gelaran Copa das Nacoes 
de Futsal jadi sarana pe-
ningkatan kualitas. Sama 
halnya dengan agenda pe-
musatan latihan (TC) di 
Spanyol beberapa waktu 

lalu kala menghadapi klub-
klub kuat Eropa.

Setelah sukses mencipta-
kan sejarah sebagai runner 
up Piala Asia Futsal 2026, 
kini Indonesia membidik 
target lebih besar lagi, yakni 
memastikan satu tiket ke 
putaran final Piala Dunia 
2028. CNN

HECTOR Souto ogah pikirkan hasil akhir di laga Brasil vs Indonesia. FOTO: ANTARA/ASPRILLA DWI ADHA
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Dalam ajang Eastern Indo-
nesia Roller Championship 
(EIRC) 2026 yang berlangs-
ung di Makassar pada 9–10 
Oktober 2026, mereka ber-
hasil mengumpulkan tujuh 
medali emas dan tiga medali 
perak sekaligus keluar seba-
gai juara umum.

Keberhasilan tersebut 
menjadi pencapaian penting 
bagi pembinaan atlet sepatu 
roda di Kota Palu. 

Di tengah keterbatasan 
fasilitas latihan, para atlet 
muda mampu menunjukkan 
kemampuan terbaik dan 
bersaing dengan peserta dari 
berbagai daerah di Indone-
sia bagian timur.

Prestasi itu mendapat 
apresiasi dari Wali Kota 
Palu, Hadianto Rasyid, saat 
menerima audiensi Palu 
Skating Academy di Rum-
ah Jabatan Wali Kota Palu, 
Senin (12/10/2026). 

Audiensi tersebut turut 
didampingi Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebuda-
yaan Kota Palu, Hardi, 
S.Pd.,M.Pd.

D a l a m  p e r t e m u a n 
itu, Wali Kota Hadianto 
menyampaikan penghar-
gaan kepada para atlet, pe-
latih, dan ofisial yang telah 
berjuang membawa nama 
Kota Palu meraih prestasi di 
ajang tersebut.

Wali kota menilai, capaian 
ini menunjukkan bahwa ge-
nerasi muda Kota Palu me-
miliki potensi besar untuk 
berkembang dan berprestasi 
apabila didukung dengan 
kerja keras, kedisiplinan, 
serta pembinaan yang ber-
kesinambungan.

“Pemerintah Kota Palu 
sangat mengapresiasi dan 
bangga kepada generasi 
muda Kota Palu yang telah 
mengharumkan nama daer-
ah melalui prestasi di bidang 
olahraga. Semoga capaian 
ini menjadi motivasi untuk 
terus berprestasi hingga 
tingkat nasional bahkan in-
ternasional,” ujar wali kota.

Dalam kejuaraan terse-
but, Mohammad Daniyyel 
Alvaro menjadi salah satu 
atlet yang tampil menonjol. 

Berlaga di kategori Stan-
dar Kelompok Umur (KU) 
A, Alvaro sukses meraih 
empat medali emas dari 
nomor 200 meter, 300 meter, 
500 meter, dan 1.000 meter, 
serta satu medali perak.

Penampilan gemilang 
juga ditunjukkan Ahmad 
Rashya Ramadhan pada 
kategori Standar KU B. 

Ia berhasil mempersem-
bahkan tiga medali emas 
masing-masing pada nomor 
300 meter, 500 meter, dan 
1.000 meter, serta satu meda-
li perak di nomor 200 meter.

Satu medali perak lainnya 
diraih melalui nomor relay 
tiga orang yang diikuti ber-
sama Alvaro dan seorang 
atlet dari klub lain. 

Dengan demikian, Palu 
Skating Academy menutup 
kejuaraan dengan total sepu-
luh medali.

Selain Alvaro dan Rashya, 
Palu Skating Academy turut 
mengikutsertakan Rizky 
Syahputra pada katego-
ri Speed Kelompok Umur 
Junior/Senior dan Aisyah 
Silmi Afika pada kategori 
Standar KU A. 

Walaupun belum berhasil 
naik podium, keikutsertaan 
keduanya menjadi bagian 
penting dari proses pem-
belajaran dan peningkatan 
pengalaman bertanding.

Pelatih Palu Skating Aca-
demy, Tezar, mengungkap-
kan rasa bangganya ter-
hadap perjuangan seluruh 
atlet. 

Baginya, mengikuti kejua-
raan di luar daerah bukan 
hanya tentang mengejar 
medali, tetapi juga mem-
bentuk mental bertanding 
dan keberanian menghadapi 
persaingan.

“Di usianya yang masih 
sangat muda, mereka mam-
pu bersaing ketat dengan 
anak-anak lainnya dan me-
rasakan langsung atmosfer 
kejuaraan di luar Kota Palu,” 
ungkap Tezar.

Ia pun mengingatkan atlet 
yang belum meraih medali 
agar tidak berkecil hati dan 
terus meningkatkan kemam-
puan melalui latihan yang 
disiplin. “Teman-teman 
yang belum berhasil tetap 
semangat, makin giat, dan 
fokus latihan,” pesannya.

Di balik pencapaian ter-
sebut, terdapat tantangan 
yang masih dihadapi dalam 
proses pembinaan. 

Hingga kini, atlet kategori 
Speed Palu Skating Acade-
my masih memanfaatkan 
area parkir Sriti Convention 
Hall sebagai tempat latihan.

Kondisi tersebut menjadi 
perhatian tersendiri men-
gingat ketersediaan fasilitas 
yang memadai merupakan 
salah satu faktor penting 
dalam menunjang pening-
katan kemampuan atlet dan 
keberlanjutan prestasi.

Wali Kota Palu menegas-
kan bahwa pengembangan 
olahraga membutuhkan 
keterlibatan berbagai pi-
hak, mulai dari pemerin-
tah, sekolah, klub olahraga, 
pelatih, hingga organisasi 
terkait, termasuk Persatuan 
Olahraga Sepatu Roda Se-
luruh Indonesia (Porserosi) 
Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu ber-
harap sinergi tersebut dapat 

ATLET muda Palu Skating Academy saat penerimaan hadiah pada ajang Eastern Indonesia Roller 
Championship (EIRC) 2026 yang berlangsung di Makassar pada 9–10 Oktober 2026. FOTO: IST

Palu Skating Academy  
Juara Umum di Makassar

SULTENG RAYA- Atlet muda Palu Ska-
ting Academy kembali menorehkan prestasi 
membanggakan dengan mengharumkan 
nama Kota Palu di kancah olahraga sepatu 
roda.

terus diperkuat sehingga 
semakin banyak atlet muda 
yang mendapatkan kesem-
patan untuk berkembang 
dan mengukir prestasi.

Keberhasilan Palu Skating 
Academy menjadi juara 
umum EIRC 2026 diharap-
kan tidak berhenti sebagai 
pencapaian sesaat, tetapi 
menjadi pemacu semangat 
untuk memperkuat pembi-
naan olahraga sepatu roda 
di Kota Palu.

Dengan dukungan yang 
berkelanjutan, para atlet 
muda diharapkan mampu 
meraih prestasi lebih tinggi 
sekaligus membawa nama 
Sulawesi Tengah ke ber-
bagai kejuaraan nasional 
hingga internasional. ABS

SULTENG RAYA - Seba-
nyak tujuh kadet Universitas 
Pertahanan (Unhan) bersama 
pendamping memberikan 
pengajaran dan motivasi 
guna membentuk karakter 
siswa Sekolah Rakyat Ter-
integrasi (SRT) 20 Tadulako 
Nambaso di Kota Palu, Sula-
wesi Tengah. 

"Pendampingan dilakukan 
melalui kegiatan pembelaja-
ran dan permainan edukatif 
yang dirancang untuk men-
dorong partisipasi siswa, 
sekaligus membangun ke-
percayaan diri, kedisiplinan, 
dan semangat kebersamaan," 
kata Kepala SRT 20 Tadula-
ko Nambaso Anita, Selasa 
(13/10/2026).

Ia mengemukakan para 
kadet memberikan pembe-
lajaran edukasi selama lama 
14 hari untuk membentuk 
karakter, menanamkan wa-
wasan kebangsaan, dan me-
ningkatkan kedisiplinan serta 
motivasi belajar siswa.

Kehadiran para kadet di-
harapkan dapat memban-
tu membiasakan perilaku 
disiplin dalam kehidupan 
sehari-hari. 

"Kami mengapresiasi keter-
libatan Unhan ikut mendam-
pingi memberikan pembe-
lajaran kepada peserta didik 
kami di Sekolah Rakyat," 
ujarnya.

Pendampingan juga di-
harapkan membantu siswa 

beradaptasi dengan pola 
kehidupan di asrama, teru-
tama dalam membangun 
kemandirian, menaati atu-
ran, serta membiasakan diri 
menjalankan kegiatan secara 
teratur.

Dalam pelaksanaannya, 
kata dia, para kadet turut ber-
interaksi dengan siswa melal-
ui berbagai aktivitas edukasi, 
pendekatan itu diharapkan 
dapat menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan, 
sekaligus memperkuat hu-
bungan antara pendamping 
dan siswa.

"Selama berada di Sekolah 
Rakyat mereka membimbing 
siswa dalam kebiasaan se-
hari-hari seperti merapikan 

tempat tidur, melipat selimut, 
menata pakaian, serta menja-
ga kebersihan," ucap Anita.

Ia memaparkan Sekolah 
Rakyat hadir bukan untuk 
meningkatkan kualitas pen-
didikan dalam negeri, tetapi 
juga memutus rantai kemis-
kinan dengan memberikan 
akses pendidikan gratis dan 
berkualitas bagi anak-anak 
dari keluarga miskin atau 
miskin ekstrem (Desil 1–2).

"Sebagai penanggung 
jawab sekolah, kami terus 
mengoptimalkan pendidikan 
karakter kepada anak-anak, 
supaya mereka tidak hanya 
cerdas secara akademik tetapi 
juga cerdas secara emosional," 
kata Anita. ANT

SULTENG RAYA-Kan-
tor Wilayah (Kanwil) Ke-
menterian Haji dan Umrah 
(Kemenhaj) Sulawesi Ten-
gah (Sulteng) memperke-
tat pengawasan terhadap 
penyelenggara perjalanan 
ibadah umrah (PPIU) yang 
beroperasi secara ilegal di 
daerah itu guna memberi-
kan perlindungan maksimal 
bagi masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenhaj 
Sulteng Muchlis, mengata-
kan sebagian besar entitas 
yang belum berlegalitas di 
Sulawesi Tengah berstatus 
sebagai agen cabang dari 
PPIU luar daerah yang be-
lum mendapatkan izin ter-
daftar secara resmi di daerah 
tersebut untuk menjalankan 
operasional.

"Yang banyak di kita itu 
istilahnya pengepul, jadi 
mereka cabang dari PPIU 
yang ada di luar Sulawesi 

Muchlis

Kanwil Kemenhaj Sulteng perketat 
pengawasan travel umrah illegal

Tengah,  tetapi  mereka 
belum mendapatkan izin 
terdaftar di Sulteng untuk 

beroperasi," kata Muchlis, 
Rabu (14/10/2026).

Ia mengemukakan agar 
setiap kantor pusat pemilik 
travel umrah yang berada 
di luar Sulteng bisa sege-
ra mengurus izin legalitas 
sebagai cabang di daerah 
tempat beroperasi.

"Tentunya izin legalitas ini 
tetap wajib diurus agar ke-
dudukannya setara dan sah 
secara hukum," ucapnya.

Pihaknya terus mengim-
bau para pengelola travel 
agar segera merampung-
kan dokumen perizinan 
tersebut.

"Hal ini sebagai langkah 
preventif terhadap potensi 
penelantaran atau kendala 
keberangkatan, sehingga 
Kemenhaj Sulteng mening-
katkan sosialisasi serta ber-
koordinasi lintas sektoral," 
ujarnya.

Ia menuturkan ke depan 

Kemenhaj bersama pihak 
Imigrasi dan Kepolisian 
Daerah (Polda) setempat 
akan membentuk tim khu-
sus pengawasan umrah di 
bandara.

Muchlis menyebutkan 
langkah ketat ini penting, 
sebab mengingat maraknya 
kasus penundaan keberang-
katan jamaah akibat kendala 
administratif maupun teknis 
di lapangan.

"Dengan adanya verifikasi 
langsung ke kantor-kantor 
travel, pemerintah berha-
rap hak-hak jamaah umrah 
dapat terlindungi secara 
hukum serta memudahkan 
proses pengawasan dan 
penindakan jika terjadi ma-
salah," kata dia.

Diketahui kuota jamaah 
haji di Sulteng tahun 2027 
berkurang sebanyak 240 
dari 1.993 menjadi 1.753 
orang. ANT

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid,  
bertemu langsung dengan 
sejumlah peserta program 
Specified Skilled Worker 
(SSW) Jepang di Aula Rum-
ah Jabatan Wali Kota Palu, 
Selasa (13/10/2026).

Program SSW tersebut 
merupakan hasil kerja sama 
Pemerintah Kota Palu ber-
sama lembaga ISO Jepang 
sebagai salah satu upaya 
memfasilitasi masyarakat, 
khususnya calon tenaga 
kerja, untuk memperoleh ke-
sempatan bekerja di Jepang.

Dalam pertemuan terse-
but, Wali Kota Hadianto 
menyampaikan rasa syukur 
atas terpilihnya para pe-
serta yang akan mengikuti 
program pelatihan sebelum 
nantinya diberangkatkan ke 
Jepang.

“Alhamdulillah, para ca-
lon tenaga kerja yang masuk 
dalam program SSW Kota 
Palu bersama ISO ini, In-
sya Allah, rencananya akan 
bertolak ke Jepang,” ujar 
wali kota.
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Wali Kota Palu Buka Pelatihan SSW ke Jepang

Wali kota berpesan agar 
seluruh peserta menjalani 
setiap tahapan pelatihan 
dengan sungguh-sungguh, 
mengikuti arahan instruk-
tur, serta mempersiapkan 

diri dengan baik agar dapat 
menyelesaikan program dan 
segera diterima bekerja di 
perusahaan-perusahaan di 
Jepang.

Menurut wali kota, ke-

sempatan tersebut harus 
dimanfaatkan secara mak-
simal karena membutuhkan 
kesiapan, kedisiplinan, serta 
komitmen yang kuat dari 
setiap peserta.

“ P r o g r a m  i n i  h a r u s 
kalian jalani dengan se-
baik-baiknya.  Pastikan 
kalian mengikuti arahan 
dengan baik sehingga bisa 
menyelesaikan program ini 
dengan baik dan secepatnya 
diterima bekerja di perusa-
haan-perusahaan yang ada 
di Jepang,” tegas wali kota.

Wali Kota Hadianto juga 
mengingatkan para peserta 
agar memiliki mental yang 
tangguh dan tidak mudah 
menyerah ketika menghada-
pi tantangan selama masa 
pelatihan maupun ketika 
nantinya berada di lingkun-
gan kerja yang baru.

“Prinsipnya, kami Pe-
merintah Kota Palu bers-
yukur bisa memediasi dan 
memfasilitasi kalian untuk 
mencapai apa yang menja-
di harapan kalian. Jangan 
cengeng, baru satu atau 
dua minggu sudah ingin 
pulang,” pesan wali kota.

Wali kota menegaskan, 
kesempatan mengikuti pro-
gram tersebut merupakan 
langkah penting bagi para 
peserta untuk meningkatkan 
keterampilan, memperoleh 
pengalaman kerja, serta 
membuka peluang masa 
depan yang lebih baik.

Dari total 250 peserta yang 
mengikuti proses seleksi, 
sebanyak 17 orang terpilih 
untuk melanjutkan program 
SSW tersebut. 

Wali kota menjelaskan 
bahwa proses pemilihan 
dilakukan untuk memasti-
kan calon tenaga kerja yang 
dipersiapkan benar-benar 
memiliki kesiapan sebelum 
diberangkatkan ke Jepang.

Pemerintah Kota Palu ber-
harap para peserta terpilih 
dapat mengikuti seluruh 
rangkaian pelatihan dengan 
baik, menjaga nama baik 
daerah, serta menunjukkan 
sikap profesional dan tang-
gung jawab selama mengi-
kuti program.

Menutup arahannya, Wali 
Kota Hadianto menyampai-
kan ucapan selamat kepada 
seluruh peserta yang terpilih 
dan berharap mereka dapat 
menjalani masa pelatihan 
dengan lancar hingga siap 
memasuki dunia kerja di 
Jepang. ABS


